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PEDOMAN TRANSLITERASI 
1. Konsonan 
 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak  dilambangkan 
ب ba B Be 
ت ta T Te 
ث sa S es (dengan titik di  atas) 
ج jim J Je 
ح ha H ha (dengan titk di 
bawah) 
خ kha Kh ka dan ha 
د dal D De 
ذ zal Z zet (dengan titik di atas) 
ر ra R Er 
ز zai Z Zet 
س sin S Es 
ش syin Sy es dan ye 
ص sad S es (dengan titik di 
bawah) 
ض dad D de (dengan titik di 
bawah) 
ط ta T te (dengan titik di 
bawah) 
ظ za Z zet (dengan titk di 
bawah) 
ع „ain „ apostrop terbalik 
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غ gain g Ge 
ف fa f Ef 
ق qaf q Qi 
ك kaf k Ka 
ل lam L El 
م mim M Em 
ن nun N En 
و wau W We 
ه ha H Ha 
ء hamzah , Apostop 
ي ya Y Ye 
Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah i I 
 Dammah u U 
ix 
 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 
  
fathah dan ya 
 
ai 
 
a dan i 
 
  
fathah dan wau 
 
au 
 
a dan u 
 
 
3. Maddah 
Maddah  atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
 
Harkat dan 
Huruf 
 
Nama 
 
Huruf dan Tanda 
 
Nama 
 
  
fathah dan alif 
atau ya 
 
a 
 
 
a dan garis di 
atas 
  
kasrah dan ya 
 
i 
 
i dan garis di 
atas 
 
  
dammah dan 
wau 
 
u 
 
u dan garis di 
atas 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 
atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah 
[t]. Sedangkan  ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
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Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 
marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ي ber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (ﹻ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا 
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf 
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-).  
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop („) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-
xi 
 
 
Qur‟an), sunnah,khusus dan umum. Namun, bila kata-katatersebut menjadi bagian 
dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 
9. Lafz al-Jalalah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-
ljalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak 
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 
kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk  huruf awal dari judul 
referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 
maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 
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ABSTRAK 
Nama :  Inris Winni 
NIM :  10200114024 
Judul : Mekanisme Pengisian Jabatan Struktural Melalui Sistem Lelang          
Jabatan Pada Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Bulukumba 
(Perspektif Siyâsah Syar’iyyah) 
 
 Penelitian ini berfokus pada mekanisme pengisian jabatan struktural pada 
lingkup pemerintah daerah kabupaten Bulukumba dengan pokok masalah adalah 
bagaimana mekanisme pengisian jabatan struktural melalui sistem lelang jabatan 
pada lingkup pemerintah daerah kabupaten Bulukumba? kemudian dijabarkan ke 
beberapa sub masalah yaitu: 1) Bagaimana implikasi hukum terhadap mekanisme 
pengisian jabatan struktural melalui sistem lelang jabatan di kabupaten 
Bulukumba?, 2) Bagaimana Pandangan Pegawai Pemda tingkat I Kabupaten 
Bulukumba terhadap lelang jabatan?, dan 3) Bagaimana pandangan siyasah 
syar’iyyah terhadap lelang jabatan pada lingkup pemerintahan?. 
 Jenis Penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah: yuridis empiris. Adapun sumber data penelitian ini bersumber 
dari data primer dan data sekunder. Penilitian ini tergolong penelitian dengan jenis 
data kualitatif yaitu dengan mengolah data primer yang bersumber dari 
wawancara Pegawai Pemda Kabupaten Bulukumba. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Implikasi hukum terhadap 
mekanisme pengisian jabatan struktural di kabupaten Bulukumba dilaksanakan 
dengan sistem merit berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan MENPAN-RB Nomor 13 tahun 
2014. Pelaksanaannya dimulai dengan pembentukan panitia seleksi, pengumuman 
dan pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi kompetensi tertulis dan wawancara, 
kemudian pemeriksaan kesehatan. setiap tahapan mekanisme seleksi ini 
diumumkan kepada publik dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang sehingga 
pelaksanaannya sah secara hukum. 2) Pandangan pegawai pemda kabupaten 
Bulukumba secara umum merasa setuju dengan lelang jabatan karena 
pelaksanaannya berdasarkan pada sistem merit yang dianggap mampu 
menghasilkan pejabat yang berkualitas sesuai kualifikasi jabatannya sehingga 
mampu membawa perubahan yang lebih baik terhadap birokrasi pemerintahan. 3) 
Lelang jabatan dalam perspektif siyâsah syar’iyyah merupakan sesuatu yang 
boleh karena tidak bertentangan dengan ketentuan syara’ malah banyak 
mendatangkan kemaslahatan umum. Sistem ini melalui persaingan yang sehat 
secara terbuka untuk menduduki jabatan dan mampu menekan potensi korupsi, 
kolusi, dan nepotisme karena menghadirkan pejabat yang berkualitas. 
Implikasi dari penelitian ini adalah perlu dibuat peraturan pelaksana agar 
seleksi terbuka bukan hanya pada jabatan struktural tetapi termasuk jabatan 
administrasi dan jabatan fungsional dalam lingkup pemerintahan agar sistem merit 
dapat diterapkan secara menyeluruh dalam birokrasi pemerintahan. Kemudian 
perlu adanya pembenahan atau perbaikan-perbaikan terhadap pelaksanaan yang 
dianggap belum maksimal pada seleksi terbuka sebelumnya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Negara merupakan badan organisasi kekuasaan tertinggi yang didalamnya 
terdapat pembagian jabatan-jabatan melalui suatu mekanisme yang tersusun 
secara sistematis sesuai dengan wewenang dan kewajiban masing-masing pejabat. 
Pembagian tugas-tugas negara dan pemerintahan perlu dipencarkan dan 
dipisahkan dalam berbagai lembaga negara agar terjadi saling kontrol (checks and 
balances).
1
 Dengan begitu pemerintah dapat menjalankan fungsinya secara 
kolektif  dan diharapkan dapat mengusahakan tercapainya tujuan negara. 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 D 
ayat (3) menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan 
yang sama dalam pemerintahan”2 hal ini menjadi jaminan kepastian hukum dalam 
penentuan pejabat pemerintahan bagi yang memenuhi syarat. Tak dapat 
dipungkiri Sejak era reformasi dan sejak berlakunya Undang-Undang  Nomor 22 
Tahun 1999 penataan sumber daya manusia terus mengalami pembenahan 
persoalan di bidang kepegawaian namun  saking banyak dan kompleksnya justru 
pemecahanya semakin lambat. Hal tersebut dipengaruhi oleh jumlah pegawai 
yang tidak produktif dengan kualitas yang kurang memadai maka profesionalisme 
yang bekerja dipemerintahan dinilai banyak yang tidak berkompeten.
3
  
                                                 
1
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h.12. 
2
 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 28 D, Ayat 3. 
3
Mitah Thoha, Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia, (Ed. II, Cet. VI, Jakarta: 
Kencana, 2016), h.5 
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Dapat dikatakan bahwa masalah yang dihadapi organisasi secara umum 
adalah masalah kualitas pegawai ASN yang mesti di cermati dan ditelusuri terkait 
kompetensi dan profesionalisme pegawai Aparatur Sipil Negara dalam 
Organisasi.
4
 Salah satu fokus pembenahan yang mesti diperhatikan yakni pada 
proses atau mekanisme pengangkatan yang harus benar-benar mempertimbangkan 
kelayakan seseorang diangkat dalam suatu jabatan. 
Betapa pentingnya mekanisme pengisian jabatan pemerintahan yang dapat 
memastikan orang-orang yang terpilih dan duduk dalam jabatan struktural telah 
disaring melalui proses yang bersih untuk meredam persepsi dalam masyarakat, 
selama ini opini melekat terkait proses pengangkatan pegawai dalam jabatan 
pemerintahan diwarnai dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme oleh karena 
sistem yang cenderung tertutup sehingga berdampak terhadap rendahnya kualitas 
Aparatur Sipil Negara. maka manajemen pegawai aparatur sipil negara menjadi 
sangat strategis dan penting terutama dalam aspek perancangan pegawai yang 
kompherensif dan terprogram dalam rangka penyediaan dan pemenuhan 
kebutuhan pegawai ASN yang berkwalitas di pemerintahan.
5
 
Berangkat dari pengimplementasian berbagai mekanisme pengisian 
jabatan pasca reformasi yang tetap saja masih belum menjamin penyelenggaraan 
yang dapat dipercaya sepenuhnya. maka sudah seharunya dilakukan pembenahan 
dalam tatanan birokrasi agar dapat merubah budaya lama yang tidak sesuai 
dengan perkembangan masyarakat. Pembenahan dalam sistem administrasi negara 
                                                 
4
 Muh. Kadarsiman, Manajemen Aparatur Sipil Negara, (Depok: Rajagrafindo Persada, 
2018),  h.112. 
5
Muh. Kadarsiman, Manajemen Aparatur Sipil Negara,  h.113. 
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memang menjadi hal yang sangat penting terutama pada penataan aparatur 
pemerintah yang dewasa ini telah terjadi perubahan dalam tata kepemerintahan 
menuju tata kepemerintahan yang demokratis dan baik (democratic and good 
governance) sebab mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, bersih dan 
berwibawa selalu menjadi obsesi bagi rakyat dan pemerintahan di zaman modern 
ini.
6
 maka lembaga birokrasi pemerintah termasuk penataan sumber daya 
aparaturnya harus melakukan reformasi agar sesuai dengan tuntutan 
perkembangan zaman. 
Reformasi birokrasi sebagai upaya pemerintah meningkatkan kinerja 
melalui berbagai cara dengan tujuan efektivitas, efesien, dan akuntabilitas yang 
salah satunya berfokus pada pengisian jabatan struktural.
7
 Pada dasarnya 
pengangkatan PNS dalam jabatan struktural telah diatur dalam peraturan 
perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2002 tentang 
perubahan pertama Peraturan pemerintah No. 100 tahun 2000 tentang 
pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural. Namun peraturan ini 
tidak menetapkan ketentuan baku dalam mengatur tentang mekanisme dan 
prosedur pengangkatan PNS dalam jabatan struktural melainkan hanya sebatas 
persyaratan dan pihak yang berwenang dalam melakukan pengangkatan.  
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
dibentuk dengan dasar pemikiran utama bahwa untuk dapat menjalankan tugasnya 
dengan baik pegawai ASN harus memiliki kompetensi profesional. Dalam hal ini 
                                                 
6
Mifta Thoha. Manajemen kepegawaian Sipil di Indonesia, h.1. 
7
Bambang Rudito, dkk. Aparatur Sipil Negara Pendukung Reformasi Birokrasi. (Jakarta: 
Kencana, 2016), h.49. 
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manajemen Aparatur Sipil Negara dijalankan berdasarkan pada sistem merit, 
dengan demikian promosi PNS dilakukan berdasarkan atas kompetensi, terbuka, 
dan tidak diskriminatif. Manajemen sumber daya aparatur negara harus berbasis 
kompetensi mencakup pada semua aspek dalam pengelolaan manajemen sumber 
daya manusia (human resource development) yang meliputi antara lain: 
rekruitmen, seleksi, pengangkatan, penempatan, pelatihan, dan pengembangan 
pegawai (training and development)
8
  
Sehingga untuk melaksanakan kebijakan ini lebih lanjut di buat peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 13 
tahun 2014 mengenai tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka 
di lingkungan instansi pemerintah. Namun dalam praktiknya, pengisian jabatan 
secara terbuka ini telah secara serampangan dipopulerkan dengan istilah “Lelang 
Jabatan” dan diterapkan oleh kementrian dan Pemerintah Daerah.9 Istilah lelang 
jabatan mulai terkenal diera Joko Widodo saat menjabat sebagai gubernur DKI 
yang cukup menyita perhatian publik, hal tersebut semakin menarik karena 
menuai pro dan kontra dari masyarakat terutama dari kalangan Pegawai Negeri 
Sipil. 
Dikabupaten Bulukumba, untuk pertama kalinya lelang jabatan atau 
seleksi terbuka juga sudah dilaksanakan untuk pengisian jabatan tinggi pratama 
(eselon II) hal ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong 
                                                 
8
Moeheriono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi (Ed. Rev. Jakarta: Rajawali Pers, 
2014), h.45. 
9
Ryaas Rasyid, Masalah konseptual dan Legalitas Lelang Jabatan (Jakarta: 
Otonomines.com. 2016), h.1. 
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terbentuknya pemerintahan yang lebih transparan dan berkompeten. seperti halnya 
yang diungkapkan oleh Bupati Bulukumba A. M Sukri Sappewali ”Saya berharap 
melalui uji kompetensi ini, pejabat eselon II yang akan terpilih memang benar-
benar memiliki kompetensi dan cakap dalam memimpin OPD nanti.”10 Jabatan 
dalam pemerintahan sudah seharusnya di isi dengan cara yang benar, jujur, dan 
adil sehingga diharapkan  dari mekanisme ini mampu membawa perubahan yang 
baik bagi kinerja pemerintahan. 
Persoalan yang kemudian relevan yakni mengenai keterkaitan mekanisme 
pengangkatan PNS dalam jabatan struktural melalui lelang jabatan (seleksi 
terbuka) yang harus diselenggarakan dengan sistem merit sebagai agenda 
reformasi dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan 
demokratis. Instansi pemerintah boleh saja menyusun detail tahapan lelang 
jabatan yang berbeda berdasarkan kewenangan masing-masing namun semuanya 
tetap adanya keterbukaan proses sesuai dengan yang diharapkan berdasarkan 
amanat perundang-undangan serta dikaji dari perspektif ketatanegaraan Islam.  
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka penulis sangat 
tertarik untuk membahas mengenai mekanisme lelang jabatan yang telah 
dilaksanakan di kabupaten Bulukumba. Oleh karena itu penulis mengakat hal 
tersebut sebagai bahan penulisan hukum yang berjudul “Mekanisme Pengisian 
Jabatan Struktural melalui Sistem Lelang Jabatan pada Lingkup 
Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba (Perspektif Siyâsah Syar’iyyah)”. 
                                                 
10“Seleksi Terbuka Calon Pimpinan OPD Pemkab Bulukumba” Liputan Titah Timur. 11 
April 2017. https://titahtimur.com/2017/04/11seleksi-terbuka-calon-pimpinan-opd-pemkab-
bulukumba (diakses pada10 Desember 2017). 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Fokus dalam Penelitian ini adalah untuk meneliti mekanisme pengisian 
jabatan struktural melalui sistem lelang jabatan pada lingkup pemerintah daerah 
kabupaten Bulukumba perspektif Siyâsah syar’iyyah. 
2. Deskripsi Fokus 
a. Lelang Jabatan 
b. Pengisian Jabatan struktural 
c. Pemerintah Daerah 
d. Perspekif Siyâsah Syar’iyyah. 
Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 
Lelang Jabatan Lelang jabatan merupakan istilah lain dari seleksi 
terbuka sebagai bentuk promosi jabatan secara terbuka 
bagi pejabat birokrasi pemerintahan. dengan kata lain 
lelang jabatan merupakan sistem pengisian jabatan 
struktural yang murni menerapkan merit system yang 
jelas berlandaskan pada kompetensi dan kemampuan 
seseorang tanpa adanya faktor subjektif. 
Pengisian Jabatan 
Struktural 
 
Suatu proses atau tata cara dalam pengisian jabatan 
sebagai kegiatan untuk memperoleh orang-orang yang 
berkompeten yang akan mengisi jabatan-jabatan 
kosong pada organisasi pemerintahan. Jabatan 
struktural yakni jabatan/kedudukan yang secara tegas 
tertera dalam struktur organisasi. yang menunjukkan 
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang 
PNS dalam memimpin suatu satuan organisasi negara.  
7 
 
 
 
Pemerintah Daerah Pemerintah daerah adalah unsur lembaga pemerintahan 
daerah yang terdiri dari kepala daerah beserta 
perangkat daerah otonom yang lain, yang berfungsi 
sebagai lembaga eksekutif daerah.
11
 Dalam penelitian 
ini, berfokus pada mekanisme pengisian jabatan 
struktural pemerintah daerah kabupaten Bulukumba 
pada tahun 2017. 
Perspektif Siyâsah 
Syar’iyyah 
Siyâsah Syar’iyyah menurut batasan Ahmad Fathi 
Bahansi adalah “pengaturan kemaslahatan manusia 
berdasarkan syara” nilai Siyâsah syar’iyyah terkait 
kemestian untuk selalu mewujudkan keadilan, rahmat, 
kemaslahatan, dan hikmah.
12
 
C. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah ini terbagi atas dua, pokok masalah yaitu bagaimana 
mekanisme pengisian jabatan struktural melalui sistem lelang jabatan di lingkup 
pemerintahan daerah kabupaten Bulukumba? Berdasarkan pokok masalah 
tersebut, dirumuskan sub masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana implikasi hukum terhadap mekanisme pengisian jabatan 
struktural melalui sistem lelang jabatan di kabupaten Bulukumba? 
2. Bagaimana pandangan pegawai Pemda tingkat I kabupaten Bulukumba 
terhadap lelang jabatan? 
3. Bagaimana pandangan Siyâsah syar’iyyah terhadap lelang jabatan pada 
lingkup pemerintahan? 
                                                 
11
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPpemerintahan 
Daerah .Pasal 1 huruf c. 
12
Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu 
Syariah (Ed. Rev. Cet.III; Jakarta: Kencana, 2003), h.1. 
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D. Kajian Pustaka 
Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang 
berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, maka diperoleh beberapa hasil 
penelitian maupun buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya: 
Pertama, Miftah Thoha dalam bukunya Manajemen Kepegawaian Sipil di 
Indonesia. 2016. Buku ini membahas mengenai problem manajemen kepegawaian 
sipil yang sudah lama menyimpan banyak persoalan dan polemik mengenai tata 
kelola yang efektif dan efesien dalam manajemen kepegawaian pegawai negeri 
sipil (PNS), apalagi setelah desentralisasi pemerintahan daerah serta berlakunya 
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan 
implikasinya terhadap reformasi birokrasi di indonesia.  maka untuk menjawab 
tantangan tersebut dalam buku ini disajikan secara menyeluruh dan komprehensif. 
subtansi utama buku ini memuat uraian terkait permasalahan kepegawaian sipil di 
Indonesia mulai dari sistem lama hingga ke sistem terbaru, Undang-undang 
kepegawaian sipil yang mulai diberlakukan, perubahan paradigma pemerintahan, 
manajemen kepegawaian pemerintahan, masalah kebijakan dan peraturan tentang 
pegawai negeri sipil, penatan birokrasi, dan proses manajemen kepegawaian sipil. 
serta alternatif solusi persoalan yang dihadapi dalam penataan dan pengelolaan 
kepegawaiaan sipil di indonesia. Buku ini membahas secara meluas mengenai 
manajemen kepegawaian sipil yang ada di Indonesia namun dalam penelitian ini 
peneliti hanya berfokus pada mekanisme pengisian jabatan struktural melalui 
sistem lelang jabatan yang ada pada lingkup pemerintah daerah kabupaten 
Bulukumba dengan perspektif Siyâsah syar’iyyah. 
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Kedua, Elvin Defriadi dalam jurnal hukumnya yang berjudul “Rekruitmen 
Pejabat Struktural Melalui Model Lelang Jabatan di Pemerintah Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta” pada tahun 2016. Jurnal yeng membahas mengenai model 
lelang jabatan yang diterapkan tehadap pengisian jabatan struktural di pemerintah  
provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini menjelaskan 
pelaksanaan lelang jabatan yang dilakukan oleh pemda DIY sudah cukup efektif, 
Selain itu syarat yang menjadi faktor dalam proses rekruitmen sudah di terapkan 
dengan baik sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Aparatur Sipil 
Negara dan Permempan–RB No 13 tahun 2014 tentang tata cara pengisian jabatan 
pimpinan tinggi pada instansi pemerintahan. Sedangkan dalam penelitian ini 
penulis melakukan penelitian terhadap mekanisme pengisian jabatan struktural 
melalui sistem lelang jabatan yang ada pada lingkup pemerintah daerah kabupaten 
Bulukumba dengan perspektif Siyâsah syar’iyyah. 
Ketiga, Andi Anisa Agung. Dalam Skripsinya Yang Berjudul “Analisis 
Yuridis Mekanisme Pengisian Jabatan Structural Secara Terbuka di Lingkungan 
Istansi Pemerintahan” pada tahun 2014. Penelitian ini bertujuan mengetahui 
mekanisme pengisian jabatan struktural secara terbuka di lingkungan instansi 
pemerintahan, dalam hal ini pemerintah kabupaten Maros. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa mekanisme pengisian jabatan dimulai dengan pengumuman, 
pelaksanaan seleksi terbuka: seleksi administrasi dan kompetensi, dan 
pengumuman hasil seleksi. Dilaksanakan melalui keputusan bupati maros no. 
35/KPTS/821.2/BKDD/X/2010 tentang mekanisme, prosedur dan sistem 
pengangkatan pejabat struktural Eselon II, III, dan kepala sekolah lingkup 
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pemerintah kabupaten maros. Pada esensinya keputusan tersebut secara yuridis 
memiliki legitimasi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
lainnya. Sedangkan dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap 
mekanisme pengisian jabatan struktural melalui sistem lelang jabatan yang ada 
pada lingkup pemerintah daerah kabupaten Bulukumba dengan perspektif Siyâsah 
syar’iyyah. 
Keempat, Nurul Fauziah Ridwan. dalam  skripsinya berjudul “Mekanisme 
Pengisian Jabatan yang Lowong Melalui Sistem Seleksi Terbuka pada Lingkup 
Pemerintahan Kabupaten Sinjai” pada tahun 2017. Dalam skripsi ini membahas 
mengenai mekanisme pengisian jabatan melalui sistem seleksi terbuka yang ada 
pada lingkup pemerintahan kabupaten Sinjai, Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa mekanisme pengisian jabatan pemerintahan melalui seleksi terbuka 
dimulai dengan pembentukan tim panitia seleksi dibantu oleh tim penilai selain itu 
melakukan koordinasi dengan komisi aparatur sipil negara dalam setiap tahan 
yang dilakukan secara terbuka. Implikasi hukum pengisian jabatan pemerintahan 
dengan seleksi terbuka maupun tertutup sah secara hukum karena dilakukan 
dengan dasar hukum perundang-undangan aparatur sipil negara sebagai landasan 
pelaksanaannya, juga menerapkan prinsip asas-asas umum pemerintahan yang 
baik dalam upaya melaksanakan reformasi birokrasi untuk menciptakan tata 
kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan dalam penelitian ini penulis 
melakukan penelitian terhadap mekanisme pengisian jabatan struktural melalui 
sistem lelang jabatan yang ada pada lingkup pemerintah daerah kabupaten 
Bulukumba dengan perspektif Siyâsah syar’iyyah. 
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E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan 
Berdasarkan rumusan masalah pada uraian sebelumnya, maka yang 
menjadi tujuan penelitian  yaitu sebagai berikut: 
1. Tujuan Penelitian 
a) Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap mekanisme pengisian jabatan 
struktural melalui sistem lelang jabatan di kabupaten Bulukumba. 
b) Untuk mengetahui pandangan pegawai Pemda tingkat I kabupaten 
Bulukumba terhadap lelang jabatan. 
c) Untuk mengetahui pandangan Siyâsah syar’iyyah terhadap lelang jabatan 
pada lingkup pemerintahan. 
2. Kegunaan Penelitian 
a) Kegunaan teoritis 
Hasil penelitian ini menjadi sumbangan yang berguna bagi pengetahuan 
hukum khususnya, serta menambah jumlah penelitian empiris dibidang 
hukum tatanegara dan hukum administrasi negara. Khususnya kajian terhadap 
pelaksanaan seleksi terbuka atau lelang jabatan pada pengisian jabatan 
struktural di lingkup pemerintahan. 
b) Kegunaan praktis 
1.) Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi para pembaca atau 
yang membutuhkan literatur-literatur terkait dengan penelitian ini. 
2.) Dapat memberikan konstribusi bagi pemerintah dalam pengambilan 
keputusan khususnya tehadap mekanisme pengisian jabatan yang kosong 
melalui lelang jabatan dengan menggunakan merit system. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Pengertian  Lelang Jabatan 
1. Pengertian Jabatan 
Menurut bahasa Jabatan berasal dari kata dasar “Jabat” ditambah imbuhan 
–an yang apabila merujuk kepada kamus besar bahasa Indonesia dapat diartikan 
sebagai “pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi” yang berkenaan 
dengan pangkat dan kedudukan.
1
 Sedangkan menurut kamus jabatan nasional, 
istilah jabatan atau occupation adalah sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-
tugas pokok yang mempunyai persamaan dan yang telah sesuai dengan satuan 
organisasi.
2
 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai 
Negeri Sipil mendefinisikan jabatan sebagai kedudukan yang menunjukkan 
fungsi, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam 
suatu satuan organisasi.
3
 Defenisi jabatan dalam birokrasi pemerintahan dikenal 
jabatan karier yaitu jabatan dalam lingkungan birokrasi yang hanya dapat 
diduduki oleh pegawai negeri sipil (PNS). Pengadaan jabatan merupakan 
sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas yang sama atau berhubungan yang 
satu dengan yang lain, dan pelaksanaannya meminta kecakapan, pengetahuan, 
                                                 
1
Poerwasunata, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi ketiga, (Cet XII; Jakarta: 
Balai Pustaka, 2014),  h.457. 
2
Republik Indonesia, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 
Tentang Kamus Jabatan Funsional Umum Pegawai Negeri Sipil. 
3
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil, bab I, Pasal 1. 
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keterampilan dan kemampuan yang juga sama meskipun tersebar di berbagai 
tempat.
4
 Jadi Jabatan merupakan bagian pekerjaan dalam susunan suatu satuan 
organisasi negara yang diitempati oleh seorang aparatur sipil negara dengan 
disertai tugas, fungsi, tanggungjawab, dan wewenang didalamnya. 
2. Istilah Lelang  Jabatan 
Lelang  jabatan secara sederhana dapat dimaknai sebagai pengisian jabatan 
yang kosong dengan melalui mekanisme seleksi terbuka atau dalam arti 
keterbukaan bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan yang akan 
mengisi jabatan kosong sesuai dengan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan 
oleh pejabat berwenang secara adil dan diserahkan dengan prinsip-prinsip 
tertentu.
5
. Istilah lelang memang identik dikenal sebagai proses pengadaan barang 
maupun jasa dengan pertimbangan penawaran harga atau upah tertinggi, tapi tidak 
demikian dalam pengisian jabatan pemerintahan. Lelang jabatan yang dimaksud 
dalam hal ini persaingan ketat dalam memperoleh jabatan dengan menggunkan 
kompetensi, kualifikasi, serta integritas dari pegawai negeri sipil yang dilakukan 
secara tranparan, adil, dan akuntabel.  
Lelang jabatan merupakan istilah yang mulai mencuat sejak Joko Widodo 
menerapkan sistem ini ketika beliau menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta yang 
kemudian dilanjutkan oleh para menteri kabinetnya saat menjabat sebagai 
                                                 
4
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian, Pasal 16 ayat (1). 
5Elvin Defriadi, “Rekruitmen Pejabat Struktural melalui Model lelang Jabatan di 
Pemerinah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (Juli 
2017),h.9.https://www.google.com/search?client=opera&q=jurnal+elvin+defriadi&sourceid=opera
&ie=UTF-8&oe=UTF-8# (Diakses 10 Desember 2017) 
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presiden RI sehingga lelang jabatan semakin dikenal dikalangan masyarakat 
Indonesia. Ketua tim independen reformasi birokrasi Erry Riyana Hardjapamekas 
mengungkapkan bahwa istilah lelang jabatan yang saat ini marak digunakan 
sebenarnya adalah promosi terbuka (open promotion). dalam pelaksanaannya, 
promosi terbuka itu melalui proses panjang mulai dari persyaratan administratif 
seperti pangkat dan golongan, track record, membuat makalah, presentasi, 
wawancara sampai assessment. Dari proses ini diharapkan bisa menghasilkan 
orang-orang terbaik untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan.  
Lelang jabatan dalam konsep new public management sebenarnya juga 
sudah dikenal dan dipraktekkan di negara lain dengan istilah yang berbeda-beda, 
pada dasarnya bertujuan memilih aparatur yang memiliki kompetensi, kualifikasi, 
dan integritas yang memadai untuk mengisi posisi/jabatan tertentu sehingga dapat 
menjalankan tugas yang lebih efektif dan efesien.
6
 Ketika lelang jabatan yang 
dalam prosesnya benar-benar dilakukan secara terbuka, menggunakan standar 
penilaian tertentu dan dilakukan oleh pihak yang independen serta berkompeten 
dalam menyeleksi maka secara otomatis dapat memperkecil potensi korupsi, 
kolusi, dan nepotisme di negeri ini. 
Sebelumnya Undang-Undang Nomor  43 tahun 1999 tentang pokok-pokok 
kepegawaian menjelaskan tentang persyaratan pengisian jabatan bagi Pegawai 
Negeri Sipil (PNS). Pada pasal 17 ayat 2 diterangkan bahwa “Pengangkatan 
                                                 
6
Mahmun Syarif Nasution, “Problematika Implementasi Lelang Jabatan Publik”, 
(Agustus 2015), Jurnal h.2. https://www.google.com/search?client=opera&ei=Nu1RW-nROYvU-
Qbi1b8w&q=jurnal+mahmun+syarif+nasution&oq=jurnal+mahmun+syarif+nasution&gs_l=psy-
ab.12...19280.19280.0.21697.1.1.0.0.0.0.175.175.0j1.1.0....0...1c.1.64.psy-
ab..0.0.0....0.Ly3mz_L86Jc# (Diakses 17 Desember 2017) 
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Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip 
profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat 
yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan 
jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan”. Untuk menjamin terpilihnya 
orang-orang yang profesional dan berkompeten sesuai dengan standar kompetensi 
jabatan, maka sudah seharusnya ditindak lanjuti dengan suatu mekanisme seleksi 
pengisian jabatan yang lebih selektif dan dapat dipercaya. 
Adapun acuan lelang jabatan atau seleksi terbuka ini tertuang dalam surat 
edaran Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 16 tahun 2012 yang mengatur tata cara pengisian jabatan struktural yang 
lowong secara terbuka di instansi pemerintah, Undang-Undang Nomor 5 tahun 
2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kemudian lebih lanjut diatur dalam Peraturan 
menteri pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 
tahun 2014 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka 
dilingkungan instansi pemerintah. Pada praktiknya pengisian jabatan secara 
terbuka telah dipopulerkan dengan istilah “lelang jabatan” dan diterapkan oleh 
kementrian serta pemerintah daerah tidak terbatas pada jabatan tinggi tetapi juga 
untuk jabatan administrasi seperti jabatan camat, kepala dinas, dan kepala 
sekolah. 
Lelang jabatan adalah bentuk dari promosi jabatan yang dilakukan secara 
transaparan dan selektif. Dikatakan transparan karena prosesnya dilakukan secara 
terbuka dan setiap orang yang memenuhi syarat administratif berupa tingkat 
kepangkatan serta golongan diperbolehkan mendaftarkan diri untuk mengisi 
16 
 
 
 
lowongan yang tersedia.
7
 Namun dilain sisi praktek lelang jabatan dalam 
pandangan masyarakat sering kali salah dalam penafsian karena persepsi kata 
lelang identik dengan kegiatan atau praktek suap menyuap untuk mendapatkan 
proyek. Padahal jika dipahami proses sesungguhnya lelang jabatan justru 
berpeluang menghambat potensi KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) karena 
dilakukan secara transparan dan menggunakan indikator tertentu serta dilakukan 
oleh panitia seleksi dan assessor yang netral dan ahli dibidangnya. 
Sejalan dengan hal tersebut kementrian pemberdayaan aparatur negara dan 
reformasi birokrasi (Kemenpan RB) meluncurkan program grand design reformasi 
birokrasi dan salah satu diantaranya adalah program sistem promosi jabatan ASN 
secara terbuka. Program ini bertujuan menjamin tersedianya para pejabat 
struktural yang memiliki kompetensi jabatan sesuai kompetensi dan persyaratan 
yang diperlukan oleh jabatan tersebut. untuk mencapai hal ini, perlu diadakan 
promosi jabatan struktural berdasarkan sistem merit dan terbuka, dengan 
mempertimbangkan kesinambungan karier PNS yang bersangkutan. Undang-
Undang Nomor 5 tahun 2014 pasal 1 angka 22 menjelaskan bahwa  
Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang 
berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan 
wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, 
agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau konsisi 
kecacatan.
8
 
Peserta lelang jabatan adalah setiap orang yang telah memenuhi kriteria 
yang telah ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai sistem 
                                                 
7
Mahmun Syarif Nasution, “Problematika Implementasi Lelang Jabatan Publik,” h.7. 
8
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara, pasal 1, angka 22. 
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pengisian jabatan berbasis kompetensi dan diumumkan kepada publik. Pengisian 
posisi yang dimaksud dikhususkan untuk pejabat setingkat eselon I dan II, 
sedangkan aselon III dan IV cukup dengan menggunakan mekanisme yang sudah 
ada dengan melalui seleksi di Baperjakat. Dalam kaitannya dengan pengangkatan 
PNS dalam jabatan struktural manajemen sumber daya aparatur negara harus 
berbasis kompetensi yang mencakup pada semua aspek dalam pengelolaan 
manajemen sumber daya manusia (human resource development) yang meliputi 
antara lain: rekruitmen, seleksi, pengangkatan, penempatan, pelatihan, dan 
pengembangan pegawai (training and development)
9
 
B. Pengisian Jabatan Struktural 
1. Jabatan Struktural 
Jabatan struktural merupakan jabatan atau kedudukan yang secara tegas 
tertera dan diuraikan dalam struktur organisasi. Jabatan jika ditinjau dari segi 
strukturil, menunjukkan secara jelas kedudukan dalam rangkaian jabatan yang ada 
dalam organisasi seperti direktur, sekretaris, dan dapat ditinjau dari sudut fungsi 
yang menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi 
seperti juru ketik, peneliti, dan juru kesehatan.
10
 Jabatan struktural merupakan 
suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak 
PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
11
 Dengan kata lain 
seorang Aparatur Sipil Negara yang diangkat dalam suatu jabatan struktural 
memiliki hak prerogatif dalam memimpin suatu satuan organisasi naungan negara 
                                                 
9
Moeheriono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, Ed. Rev., (Jakarta: Rajawali 
Pers, 2014), h. 45. 
10
Sastra Djatmiko, dan Marsono, Hukum Kepegawaian Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 
1990), h. 66. 
11
Moeheriono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, mengutip PP Nomor 13 tahun 
2002 pasal 1 butir (2), h .46. 
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sesuai dengan fungsi, tugas, dan tanggungjwab atas hak dan kewajiban yang harus 
diembannya. 
Menurut Logeman dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Makkatutu 
dan Pangkerego sebagaimana dikutip oleh Andi Anisa Agung, berpendapat bahwa 
Jabatan adalah “...Lingkungan kerja awet dan digaris batasi,  yang disediakan 
untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk 
diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Dalam sifat pembentukan hal ini harus 
dinyatakan dengan jelas”.12 tata cara pengisian jabatan yang baik telah 
dikemukakan oleh logemann, bahwa bagian terbesar dari hukum negara 
(Staatrecht) adalah peraturan-peraturan hukum yang menetapkan secara mengikat 
bagaimana akan terbentuknya organisasi negara itu. Peraturan-peraturan hukum 
itu mengenai:
 
 
a. Pembentukan jabatan-jabatan dan susunannya. 
b. Penunjuk pada pejabat. 
c. Kewajiban-kewajiban, tugas-tugas, yang terikat pada jabatan. 
d. Wibawa wewenang-wewenang hukum yang terikat pada jabatan. 
e. Lingkungan daerah dan lingkungan personil, atas mana tugas dan jabatan itu 
meliputinya. 
f. Hubungan wewenang dari jabatan-jabatan antara satu sama lain. 
g. Peralihan jabatan. 
h. Hubungan antara jabatan dengan pejabat. 
                                                 
12
Logeman diterjemahkan oleh Makkatutu dan pangkarejo dari judul asli Over de Theori 
Van Een Stelling Staatsrecht, tentang teori suatu hukum tata negara positif, (Jakarta: 1975), h.124; 
dikutip dalam Andi Anisa Agung. Analisis Yuridis Mekanisme Pengisian Jabatan Struktural 
Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintahan, Skripsi (Makassar: Fak. Hukum Universitas 
Hasanuddin, 2014) h.14. 
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Teori yang dikemukakan Logemann dapat pula disebut sebagai teori 
jabatan karena batasannya menekankan pentingnya keterkaitan antara negara 
sebagai organisasi dengan pengisian jabatan. Logemann menempatkan “jabatan” 
dari aspek negara sebagai organisasai otoritas yang mempunyai fungsi saling 
berhubungan dalam suatu totalitas lingkungan kerja tertentu, sehingga negara 
disebut sebagai suatu perikatan fungsi-fungsi atau organisasi jabatan yang 
melahirkan otoritas dan wewenang dan jabatan adalah bagian dari fungsi atau 
aktivitas pemerintah yang bersifat tetap atau berkelanjutan.
13
 
2. Jenis dan Tingkatan Jabatan 
Pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil 
daerah dalam suatu kesatuan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil 
secara nasional. Kegiatan manajemen itu meliputi penetapan formasi, pengadaan, 
pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, 
kesejahteraan, hak dan kewajiban, kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, 
dan pengendalian jumlah.  
Undang-Undang Aparatur Sipil Negara merupakan Undang-Undang 
Profesi bagi pegawai negeri sipil. oleh karena itu didalamnya mencakup jabatan-
jabatan profesi. jabatan-jabatan profesi dikelompokkan menjadi tiga jabatan yaitu: 
a. Jabatan Pimpinan Tinggi, merupakan sekelompok jabatan tinggi pada instansi 
pemerintah. 
b. Jabatan Administrasi, adalah sekelompok pegawai ASN yang menduduki 
jabatan administrasi paa instansi pemerintah. 
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Andi Anisa Agung. “Analisis Yuridis Mekanisme Pengisian Jabatan Struktural Secara 
Terbuka di Lingkungan Pemerintahan,” Skripsi,  h. 16. 
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c. Jabatan Fungsional, adalah sekelompok jabatan yang fungsi dan tugas 
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdsarkan pada keahlian dan 
keterampilan. fungsional keahlian dan fungsional keterampilan masing-
masing memiliki empat tingkat struktural.
14
 
Jabatan struktural yaitu jabatan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, 
wewenang, dan hak seseorang PNS dalam memimpin suatu satuan organisasi 
negara. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang 
terendah (eselon IVb) hingga yang tertinggi (eselon Ia). Contoh jabatan struktural 
di PNS pusat adalah: sekretaris jenderal, direktur jenderal, kepala biro, dan staf 
ahli. Sedangkan contoh jabatan struktural di PNS daerah adalah sekretaris daerah, 
kepala dinas/badan/kantor, kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi, camat, 
sekretaris camat, lurah, dan sekretaris lurah.
15
  Sedangkan jabatan fungsional 
adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tapi dari 
segi fungsi pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi sangatlah dibutuhkan. 
Struktur organisasi PNS biasa disebut dengan Eselon sesuai dengan PP 
No. 13 tahun 2002 pasal 1 butir (3) memberikan pengertian ynag dimaksud 
dengan eselon adalah tingkatan jabatan struktural. Eselon tertinggi sampai dengan 
eselon terendah jabatan PNS dilakukan penyetaraan sebagaimana tersebut dalam 
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagai 
berikut : 
                                                 
14
Miftah Thoha, Manajemen Kepegawaian Indonesia, h. 276. 
15
C.S.T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, (Jakarta: Aksara Baru, 2005), h. 356. 
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a. Eselon Ia kepala lembaga pemerintah nonkementrian setara dengan jabatan 
Pimpinan Tinggi Utama; 
b. Eselon Ia dan eselon Ib setara dengan jabatan Pimpinan Tinggi Madya; 
c. Eselon II setara dengan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. 
d. Eselon III setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Administrator; 
e. Eselon IV setara dengan jabatan Pengawas; 
f. Eselon V dan fungsional umum setara dengan jabatan pelaksana, sampai 
dengan berlakunya peraturan pelaksanaan mengenai jabatan ASN dalam 
undang-undang ini.
16
 
Hal yang perlu dipahami bahwa para menteri, Kapolri, Panglima TNI, 
jaksa Agung, Ketua Mahkamah  Konstitusi, Ketua  KPK  itu bukan jabatan 
eselon. Begitu juga dengan jabatan sebagai gubernur atau Bupati/walikota, itu 
bukan jabatan dalam eselon, itu adalah jabatan politik. Selain itu juga dijelaskan 
dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada 
pasal 13-19 bahwa jabatan ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, 
jabatan tersebut terdiri dari : 
a. Jabatan administrator  adalah jabatan (pejabat) bertanggungjawab memimpin 
pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta admnistrasi 
pemerintahan dan pembangunan. Adapun pejabat dalam jabatan pengawas 
bertanggungjawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh 
pejabat pelaksana. 
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....,Himpunan Lengkap Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, (Jogjakarta: Saufa, 
2014), h.95. 
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b. Jabatan fungsional dalam ASN adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi 
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 
keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional terdiri dari : 
1) Jabatan fungsional keahlian terdiri dari : Ahli utama, Ahli madya, Ahli 
muda, Ahli pertama. 
2) Jabatan fungsional keterampilan terdiri dari: Penyelia, Mahir, 
Terampil, dan Pemula. 
3) Jabatan pimpinan tinggi terdiri dari: Jabatan Pimpinan Tinggi Utama., 
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Pimpinan Tinggi 
Pratama. 
Menduduki jabatan struktural seorang PNS haruslah memenuhi 
persyaratan jabatan struktural sesuai PP  No. 13 tahun 2002 pasal 5 antara lain: 
a. Berstatus pegawai negeri sipil (PNS) 
b. Serendah-rendahnya menduduki pengkat (satu) tingkat di bawah jenjang 
pangkat yang ditentukan. 
c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang sudah ditentukan oleh 
peraturan pemerintah. 
d. Semua unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2  tahun terakhir. 
e. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan. 
f. Sehat jasmani dan rohani. 
Selain itu kembali disebutkan bahwa untuk menjadi pejabat tinggi dalam 
tatanan UU ASN dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 
a.) Kompetensi 
23 
 
 
 
b.) Kualifikasi 
c.) Kepangkatan 
d.) Pendidikan dan pelatihan 
e.) Rekam jejak jabatan dan integritas 
f.) Persyaratan lain.17 
3. Pengisian Jabatan 
Pengisian jabatan Setiap pegawai untuk menduduki suatu jabatan 
disesuaikan dengan kebutuhan melaksanakan tugas dan fungsi yang terdapat 
dalam organisasi. Rekruitmen merupakan suatu proses pengumpulan calon 
pemegang jabatan yang sesuai dengan rencana pegawai ASN untuk menduduki 
suatu jabatan tertentu dalam fungsi pekerjaan (employee function).
18
 Prinsip 
penempatan menurut A. W. Widjaja adalah the right man on the right place 
(penempatan orang yang tepat pada tempat yang tepat). Untuk dapat 
melaksanakan prinsip ini dengan baik ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu:
19
 
a. Adanya analisis tugas jabatan (job analisys) yang baik, suatu analisis yang 
menggambarkan tentang ruang lingkup dan sifat-sifat tugas yang 
dilaksanakan sesuatu unit organisasi dan syarat-syarat yang harus dimiliki 
oleh pejabat yang akan menduduki jabatan didalam unit organisasi itu. 
b. Adanya penilaian pelaksanaan pekerjaan (kecakapan pegawai) dari masing-
masing pegawai yang terpelihara dengan baik dan terus-menerus. Dengan 
                                                 
17
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara, bab v.  
18
Muh. Kadarisman, Manajemen Aparatur Sipil Negara, (Depok: Raja Grafindo Persada, 
2018), h.112. 
19
C. S. T. Cansil. Sistem Pemerintahan Indonesia., h.222. 
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adanya penilaian pekerjaan ini dapat diketahui tentang sifat, kecakapan, 
disiplin, prestasi kerja, dan lain-lain dari masing-masing pegawai. 
c. Pengisian jabatan negara dapat dilakukan dengan metode pemilihan dan/atau 
pengangkatan pejabat negara secara perorangan maupun berkelompok dengan 
lembaga ditempat mereka bertugas, baik dalam lembaga negara maupun 
lembaga pemerintahan, baik pemeritahan pusat maupun pemerintahan dearah. 
Promosi merupakan reward yang diberikan kepada pegawai yang 
berprestasi untuk memangku tanggungjawab yang lebih besar berupa kenaikan 
pangkat atau jabatan.
20
  Kenaikan pangkat pegawai negeri sipil terbagi atas dua 
yaitu kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan berdasrkan peraturan 
pemerintah nomor 3 tahun 1980, sebagai berikut: 
a. Kenaikan Pangkat reguler adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada 
pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa 
memperhatika jabatan yang dipangkunya. 
b. Kenaikan Pangkat pilihan adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada 
pegawai negeri sipil yang memangku jabatan struktural atau jabatan 
fungsional tertentu. batas-batas yang ditentukan setelah yang bersangkutan 
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. 
Pegawai negeri sipil yang telah empat tahun menjalani pangkat yang 
dimilikinya dan setiap unsur penilain pelaksanaan pekerjaan minimal bernilai baik 
dua tahun terkhir maka dapat diberikan jabatan setigkat lebih tinggi sebagai 
kenaikan pangkat pilihan. atau telah lima tahun dalam pangkat yang dimilikinya 
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Miftah Thoha, Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia, h. 34. 
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dengan penilaian pelaksanaan pekerjaan yang tidak ada unsur penilaian 
pelaksanaan pekerjaan bernilai rendah tetapi rata-rata bernilai baik dalam dua 
tahun terakhir. 
Pemilihan dalam arti seleksi berlangsung untuk pejabat mana pun dalam 
proses mendapatkan seseorang atau sekelompok orang yang dikehendaki untuk 
selanjutnya diproses sampai yang bersangkutan diberi tugas tetap atau diangkat 
pada suatu jabatan tertentu. Proses pemilihan itu berlangsung dengan beragam 
cara, sehingga hasil akhir pemilihan itu pun beragam pula kualitasnya. Ada 
pemilihan yang sangat pendek dan bahkan bersifat serta merta tanpa banyak 
pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangannya mungkin karena sudah kenal baik 
sejak lama, atau memang karena ada hubungan keluarga, sehingga terpaksa tutup 
mata walaupun teradapat kekurangan-kekurangan pada yang dipilih. Dengan kata 
lain kurang atau tidak mengindahkan objektivitas. 
Namun tentu ada cara dan proses pemilihan yang lebih baik. Sebelum 
seseorang diangkat, diterapkanlah proses pemilihan terbuka dengan ukuran-
ukuran atau standar pemilihan yang diketahui semua orang tentang kebenaran, 
keadilan, dan objektivitasnya. Pemilihan yang terbuka memugkinkan kesempatan 
seluas-luasnya untuk mempunyai jumlah calon yang cukup banyak untuk dipilih. 
Persaingan secara adil dan terbuka itu akan memberikan umpan balik yang lebih 
baik. Penggunaan ukuran dan standar yang teruji kebenaran dan objektivitasnya 
akan diterima semua pihak, karena penerapannya yang sama terhadap semua yang 
ikut dalam persaingan sehat itu. Artinya, tidak sedikitpun hal-hal yang 
26 
 
 
 
disembunyikan yang menimbulkan kesangsian dan kecurigaan atas kebenaran 
hasil pemilihan.
21
 
Pengisian jabatan struktural merupakan langkah awal untuk menciptakan 
suatu pemerintahan yang baik, karena pejabat yang mengisi suatu jabatan akan 
memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pemerintahan yang 
memiliki dampak publik dan berpengaruh pada masyarakat secara meluas.
22
 
Bahwa demi mewujudkan tujuan suatu negara maka diperlukan pejabat-pejabat 
structural yang mampu merealisasikan pelayanan publik dengan tepat kepada 
seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. 
Sebelumnya, dalam proses pengisian jabatan pemerintahan dilakukan 
dengan sistem tertutup atau hanya dengan melalui penunjukan langsung oleh 
pejabat berwenang. Tidak adanya standar khusus yang ditetapkan pada setiap 
kenaikan pangkat melainkan hanya pejabat yang memiliki andil untuk 
mengangkat saja yang mengetahui persoalan alasan diangkatnya seseorang dalam 
suatu jabatan. Dengan kata lain sifatnya masih abstrak mengenai tolak ukur 
kualifikasi pengangkatan oleh pejabat struktural untuk menentukan pilihan dalam 
suatu pengisian jabatan. 
Meskipun mekanisme pengisian jabatan selama ini tidak semata-mata 
dilakukan berdasarkan kekuasaan yang dimiliki pejabat yang berwenang, tetapi 
tetap saja terdapat langkah-langkah yang harus ditempuh. Sayangnya, yang 
menjadi kendala adalah orang-orang tersebut belum tentu merupakan orang 
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C. S. T. Cansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, h. 222-223. 
22
Abdurrahman, Negara, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia Dalam Tataran Islam Dan 
Hukum Positif, (Bandung: LPPM, 1999), h. 52. 
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terbaik untuk menduduki jabatan struktural yang dimaksud. Hal ini dikarenakan 
pilihan calon pejabat yang akan diangkat atau naik pangkat sangat terbatas, dan 
tidak ada mekanisme untuk membandingkan calon-calon pejabat struktural dalam 
jumlah yang lebih besar. tidak ada kesempatan pejabat lain selain pejabat 
berwenang untuk melihat bagaimana proses penilaian, cara penilaian, dan nilai 
yang dimiliki seorang calon pejabat seruktural.
23
 
4. Dasar Hukum Pengisian Jabatan Struktural 
a. Landasan Konstitusional 
Pengisian jabatan merupakan bagian dari hak setiap orang untuk ikut 
terlibat dalam suatu jabatan pemerintahan sebagai bentuk pemenuhan hak asasi 
yang mesti diakui oleh negara. Di Indonesia sendiri telah diatur secara mendasar 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28 D 
ayat (3) Perubahan ke dua dengan jelas mengamanatkan bahwa “setiap warga 
negara memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Maka sudah 
sepatutnya negara memberikan peluang yang sama kepada satiap warga negara 
untuk mengisi jabatan yang kosong dalam pemerintahan namun dengan 
menetapkan standar persyaratan tertentu sesuai dengan kapabilitas jabatan yang 
akan diemban. Termasuk pada jabatan struktural, yang diwujudkan melalui 
mekanisme pengisian jabatan yang mampu memberikan jalan secara terbuka 
kepada calon pelamar yang memenuhi syarat. Sebab suatu pemerintahan tidak 
dapat diselenggarakan tanpa adanya sumber daya manusia yang memadai dimana 
kualitas dan kompetensi dari SDM tersebut mempengaruhi efektivitas 
penyelenggaraan pemerintahan.
24
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Patty Regina, dkk., Sistem Lelang Jabatan, h. 6. 
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Bambang Rudito, Aparaur Sipil Negara Pendukung Reformasi Birokrasi, h. 63. 
28 
 
 
 
a. Landasan Peraturan Perundang-Undangan 
Pengisian jabatan pemerintahan secara yuridis lebih dahulu diatur dalam 
pasal 28 UUD RI tahun1945 kemudian secara sistematis dijabarkan dalam 
Undang-Undang No. 43 tahun 1999 pada pasal 17 menegaskan bahwa 
pengangkatan PNS dalam suatu jabatan berdasarkan prinsip profesionalisme 
sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan 
untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, 
suku, agama, rasa tau golongan. Sebagai tindak lanjut dari PP No. 101 tahun 2000 
tentang pendidikan dan pelatihan jabatan PNS, Lembaga Administrasi Negara 
(LAN) merumuskan standar kompetensi jabatan struktural untuk kategori jabatan 
eselon IV sampai dengan eselon I.  kemudian Badan Kepegawaian Negara (BKN) 
juga telah menetapkan sebagaimana dalam keputusan BKN No. 43/KEP/2001 
tentang standar kompetensi jabatan struktural yang memuat standar kompetensi 
umum jabatan struktural eselon I hingga eselon IV. Tetapi peraturan ini belum 
secara spesifik karena masih bersifat umum karena belum ada standar yang 
lengkap mengenai model dan strukturnya.
25
 
Seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai 
pengisian jabatan tersebut dimulai dengan surat edaran Kementrian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 tahun 2012 
tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural yang Lowong di Instansi 
Pemerintah, kemudian Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara, Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri 
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Moeheriono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, h. 45-46. 
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Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) 
Nomor 13 tahun 2014 tentang tata cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara 
Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah. Permenpan ini mengatur tata cara, 
tahapan serta mekanisme yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan seleksi 
pengisian jabatan. 
Pengisian jabatan pimpinan tinggi pertama dilakukan secara terbuka dan 
kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, 
kualifikasi, kepangkatan, pendidikan, dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan 
integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat 
nasional atau antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. Pelaksanaan sistem 
promosi secara terbuka yang dilakukan melalui pengisian jabatan yang lowong 
secara kompetitif dengan didasarkan pada sistem merit maka pelaksanaan promosi 
jabatan didasarkan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil 
dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, 
agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan.
26
  
Salah satu prinsip dari Sembilan prinsip dalam sistem merit yakni melakukan 
rekruitmen, seleksi dan prioritas berdasarkan kompetensi yang terbuka dan adil. 
Pengangakatan dalam jabatan didasarkan atas prestasi kerja, kesetiaan, 
pengapdian, pengalaman, dapat dipercaya, serta syarat-syarat objektif lainnya.
27
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Untuk lebih menjamin objektifitas dalam mempertimbangkan dan menetapkan 
kenaikan pangkat dan pengangkatan dalam jabatan diadakan daftar penilaian 
pelaksanaan pekerjaan dan daftar urut kepangkatan. 
28
 
Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dipertegas pula 
pada pasal 108 ayat 3 bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan 
secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat 
kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan, dan pelatihan, rekam jejak 
jabatan dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. pada pasal 68 yang menentukan : 
1) PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada instansi 
pemerintah. 
2) Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, 
kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan 
kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai. 
3) Setiap jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan 
kesamaan karakteistik, mekanisme, dan pola kerja. 
4) PNS dapat berpindah antar dan natara jabatan pimpinan tinggi, jabatan 
Administrasi, dan jabatan fungsional di instansi pusat dan instansi 
daerah.
29
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Pegawai negeri Sipil yang diangakat dalam pangkat dan jabatan tertentu 
pada instansi pemerintah merupakan salahsatu bagian dari manajemen ASN 
dengan prinsip yang dilaksanakan berdasarkan prinsip professional, dan 
menghindari prakik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk melaksanakan prinsip 
tersebut, maka manajemen ASN dilaksanakan dengan sistem merit, sebagaimana 
ditegaskan pada pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN 
yang menyatakan manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan pada kualifikasi, 
kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar 
belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status 
pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. kemudian pada pasal 72 UU ASN 
menegaskan bahwa “Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang 
sama untuk dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi.” Pernyataan ini berarti 
bahwa sistem promosi PNS haruslah dilaksanakan dengan cara terbuka dan 
kompetitif. 
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C. Sistem Pemerintahan Daerah 
1. Pengertian Pemerintahan Daerah 
Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 huruf b menerangkan bahwa “Pemerintahan 
daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah 
sebagai fungsi-fungsi pemerintahan daerah otonom yang dilaksanakan oleh 
pemerintah daerah dan DPRD yang merupakan lembaga pemerintahan daerah 
menurut asas desentralisasi”. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 
2014 tentang pemerintahan daerah memberikan pengertian, pemerintahan daerah 
adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 
perwakilan rakyat daerah menurut asasotonomi dan tugas pembantuan dengan 
prinsip otonomi seluas-luasnya dalm sistem dan prinsip negara kesatuan republik 
indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI tahun 1945. Dari rumusan 
tersebut dapat dipahami bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 
harus didasarkan pada prinsip negara hukum.
30
 
Adapun penyelenggara pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau 
walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah. Unsur perangkat daearah meliputi unsur birokrasi yang ada didaerah 
meliputi tugas-tugas para kepala dinas, kepala badan, unit-unit kerja di lingkungan 
pemerintah daerah yang sehari-harinya dikendalikan oleh sekretariat daerah.
31
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2. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
Sistem merupakan keseluruhan proses yang digunakan untuk 
melaksanakan atau mewujudkan kebijakan.
32
 Sistem penyelenggaraan 
pemerintahan di Indonesia berdasarkan pendekatan kesisteman meliputi sistem 
pemerintahan pusat atau disebut pemerintah dan sistem pemerintahan daerah. 
Praktik penyelenggaraan pemerintahan dalam hubungan antar pemerintahan 
dikenal dengan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Konsep desentralisasi 
dalam sistem pemerintahan merupakan suatu pilihan dalam penyelenggaraan 
pemerintah daerah dan telah diatur berdasarkan undang-undang dan peraturan 
perundang-undangan lainnya.
33
 
Menurut Mahfud MD dikutip dalam buku Wery Gusmansyah, Sistem 
pemerintahan adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga 
negara.
34
 Maka Sistem Pemerintahan Daerah merupakan rangkaian sistem dalam 
hubungan urusan yang dilakukan untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat di 
daerah otonomnya sendiri. 
Berangkat dari prinsip asas legalitas, maka tersirat bahwa wewenang 
pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber 
wewenang bagi pemerintah adalah perundang-undangan yang diperoleh melalui 
tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Wewenang merupakan faktor 
penting dalam masalah pemerintahan karena dengan wewenang pemerintah dapat 
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melakukan berbagai tindakan hukum di bidang publik.
35
 Dalam UUD RI 1945 
Pasal 18A ayat (1) dan (2) dijelaskan mengenai hubungan kewenangan 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah Dimana pemerintahan daerah dalam 
menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah 
pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi 
hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya 
alam, dan sumber daya lainnya.  
Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan berkaitan Pemerintah daerah 
sebagai bagian dari negara kasatuan Republik Indonesia menggunakan 
penyelenggaraan secara desentralisasi, desentralisasi berarti penyelenggaraan 
tugas-tugas pemerintah tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat tetapi juga 
oleh perangkat satuan pemerintah daerah yang umumnya bertumpu pada prinsip 
otonomi yakni kebebasan dan kemandirian daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus urusan rumah tangga daerah (huishouding).
36
 
Menurut Misdayanti dan Kartasapoetra, Pemerintah Daerah adalah 
Penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dengan kata lain, Pemerintah Daerah 
adalah pemegang kemudi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah. 
Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah selaras dengan asas 
desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dapat diwujudkan dalam 
fungsi-fungsi pemerintah daerah. Adapun fungsi pemerintah daerah menurut 
misdayanti dan R.G. Kartasapoetra adalah : 
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a. Fungsi otonomi dari pemerintah daerah adalah melaksanakan segala urusan 
yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang lebih tinggi 
tingkatannya. 
b. Fungsi pembantuan merupakan fungsi untuk turut serta dalam melaksanakan 
urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pusat 
atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung 
jawabkan kepada yang menugaskannya. 
c. Fungsi pembangunan, fungsi ini untuk meningkatkan laju pembangunan dan 
menambah kemajuan masyarakat sehingga tuntutan masyarakatpun semakin 
berkembang dan kompleks. 
Meskipun kewenangan desentraliasasi memberikan pengakuan bahwa 
daerah diberi kewenangan membuat keputusan, merencanakan, mengatur, 
melaksankan, dan mengontrol segala urusan yang menjadi urusannya sendiri. 
namun pemerintah pusat masih mempunyai kewenangan atau kewajiban untuk 
membina, mengorganisasikan, mengontrol pelaksanaan desentraliasis di daerah. 
dimana dekonsentraliasi menjadi kewenangan pemerintah pusat yang diberikan 
kepada daerah dan dilaksanakan oleh lembaga atau satuan kerja pemerintah 
daerah (SKPD). kemudian asas pembantuan merupakan kewenangan pemerintah 
pusat yang dilaksanakan di daerah oleh aparat lembaga atau satuan kerja 
pemerintah daerah.
37
 Jadi dapat dipahami bahwa meskipun daerah di berikan 
kebebasan untuk mengurus rumah tangganya sendiri namun pada beberapa hal 
tertentu masih medapat kontrol dan pembantuan dari pemerintah pusat.  
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D. Tata Kelola Pemerintahan Perspektif Siyasah Syar’iyyah 
1. Tinjauan Umum tentang Siyâsah Syar’iyyah 
Siyâsah Syar‟iyyah menurut bahasa berasal dari kata Syara‟a berarti 
sesuatu yang bersifat syar‟i atau peraturan politik yang bersifat syar‟i. Sedangkan 
menurut istilah, Ibn „aqil sebagaimana dikutip ibn al-Qayyim dalam buku Djazuli 
mentakrifkan: 
Siyâsah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih 
dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun 
rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT tidak 
menentukannya
38
  
Menurut pandangan ulama Ibn „Abidin sebagaimana dikutip oleh Suci 
Fajarni, Siyâsah Syar‟iyyah adalah memperbaiki keadaan masyarakat dengan 
membimbing dan memimpin mereka menuju jalan keselamatan baik di dunia dan 
akhirat. Selain itu Ibn Taimiyyah juga menegaskan bahwa konsep Siyâsah 
Syar‟iyyah dapat digunakan untuk menjustifikasi pemberlakuan dan penegakan 
hukum atau peraturan yang dilakukan oleh negara sepanjang materi hukum atau 
peraturan tersebut tidak keluar dari batasan yang telah ditetapkan oleh ulama dan 
dalam memajukan kesejahteraan umum.
39
 
Jika diartikan sebagai ilmu, Siyâsah Syar‟iyyah sebagai suatu bidang ilmu 
yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan 
segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan 
negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar Syariat Islam untuk 
mewujudan kemashlahatan masyarakat.
40
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Menurut Ahmad Fathi Bahantsi Siyâsah syar‟iyyah adalah “pengaturan 
kemaslahatan manusia berdasarkan syara‟”. Oleh karenanya pemahaman atas 
„masukan” (tuntutan dan dukungan) proses, dan keluaran (keputusan) Siyâsah 
syar‟iyyah pada rentang sejarah umat islam diharapkan dapat memunculkan 
pemahaman mengenai kecenderungan-kecenderungan tertentu.
41
 Sementara dalam 
terminologi para fuqaha mendefinisikan Siyâsah Syar‟iyyah sebagai kewenangan 
penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu 
kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-
dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil khusus yang secara jelas berbicara 
mengenai hal tersebut.  
Siyâsah syar‟iyyah pada batasan yang diajukan oleh abd Wahab al-
Khalaf dalam buku Djazuli Aspek tampak dalam aspek fiqh adalah: 
“Siyâsah Syar‟iyyah ialah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi 
negara islam dengan cara yang menjamin perwujudan kemaslahatan dan  
penolakan kemudaratan dengan tidak melampaui batas-batas syari‟ah dan 
pokok-pokok syariah yang kulliy, meskipun tidak sesuai dengan pendapat 
ulama-ulama mujtahid.”42 
Berdasarkan apa yang diungkapkan tersebut, adapun yang diisyaratkan 
dalam batasan-batasan mengenai Siyâsah syar‟iyyah yakni pihak yang mengatur 
dan pihak yang diatur sebagai dua unsur yang berhubungan satu sama lain secara 
timbal balik, sehingga jika dipahami lebih jauh mirip dengan ilmu politik tapi dari 
segi fungsi berbeda. Dengan demikian rambu-rambu Siyâsah syar‟iyyah adalah 
dalil-dalil kulliy, baik yang tertuang dalam Al-Quran maupun Al-hadis, maqashid 
al-syari‟ah, semangat ajaran, dan kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah.43 
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Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa siyâsah syar‟iyyah merupakan suatu 
pengaturan terhadap kehidupan pemerintahan atau bernegara dengan tetap 
mempertimbangan kemaslahatan atau mewujudkan kesejahteraan masyarakat di 
semua aspek kehidupan, dalam hal ini aturan atau kebijakan politik yang 
dikeluarkan oleh pemerintah tidak bertentangan dengan ketentuan syara‟ 
meskipun tidak ada dalil yang menyebutkan atau mengaturnya secara khusus. 
Pemahaman atas masukan (tuntutan) dan keluaran (keputusan) siyâsah 
syar‟iyyah pada rentan sejarah umat islam diharapkan dapat memunculkan 
pemahaman mengenai kecenderungan-kecenderungan tertentu. Gejala-nya pada 
waktu dan tempat lain tidak hanya digambarkan tetapi juga dijelaskan, bahkan 
diprediksi. Oleh karena itu dalam kepustakan fiqh siyasah ditemukan ragam 
dukungan, mekanisme, dan kebijakan siyâsah syar‟iyyah. Singkatnya sebagai 
sebuah hasrat untuk memberi dasar dalam pembentukan teori.
44
 
2. Tata Kelola Pemerintahan dalam Islam 
Sistem Pemerintahan yang dikembangkan oleh Rasulullah saw. Berasal 
pada konsep “al-mujtama al-madani” berdasar pada sistem nilai yang 
dihubungkan dengan tradisi “al-hanifiyah al-samhah” sebagai tujuan Siyâsah 
syar‟iyyah menjadikan dasar-dasar islam sebagai risalah universal. Dengan hal 
tersebut maka melahirkan perspektif global untuk menumbuhkan kesepahaman 
dalam bentuk tindakan bersama yang memperhitungkan aspek moral dan prinsip 
hidup mulia dan bermartabat serta menyediakan ruang luas bagi transformasi 
peradaban yang bersendikan ilmu dan pemikiran.
45
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Al-Mawardi dikutip oleh Usman Jafar memberikan pengertian imam 
sebagai suatu kedudukan atau jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas 
kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia dalam arti 
politik.
46
 Terdapat dua komponen yang mesti ada dalam penyelenggaraan 
pemerintahan negara islam agar tercapainya tujuan negara secara tepat dan efektif, 
antara lain: 
a. Ahlu al-halli wa al-„aqḏi adalah orang-orang yang mendapat kepercayaan 
sebagai wakil-wakil rakyat, mereka mempunyai wewenang untuk memilih 
khalifah. Kelompok ini memiliki beberapa syarat; bersikap adil dalam artian 
penuh, berilmu pengetahuan supaya dapat mengetahui yang pantas memenuhi 
syarat menjadi imam, dan memiliki wawasan yang luas serta kearifan yang 
memungkinkan memilih siapa yang berhak menjadi imam. 
b. Ahl. al-imām adalah mereka yang berhak mengisi jabatan imam, adapun 
persyaratan harus dipenuhi yakni bersikap adil, mempunyai ilmu pengetahuan 
yang memadahi untuk berijtihad, sehat pendengaran dan penglihatannya, 
lengkap anggota tubuhnya, mempunyai wawasan yang memadai untuk 
mengatur kepentingan rakyat dan mengenyahkan musuh.
47
 
Pada masa Khulafau al-Rasyidin, Permasalahan Siyâsah pertama yang 
dihadapi setelah wafatnya rasulullah yakni pada persoalan politik. Sebab tidak 
adanya pesan yang disampaikan oleh rasulullah terkait siapa yang berhak 
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menggantikannya sebagai pemimpin umat dan negara kemudian tidak ada 
petunjuk terkait mekanisme dalam pengangkatannya. Sehingga dikenal berbagai 
mekanisme penetapan kepala negara dengan berbagai kriteria sesuai historis yang 
ada. Seiring dengan perkembangan islam, terdapat dua teori atau model pengisian 
jabatan kepala negara yaitu syura (Sistem musyawarah) kegiatan ini dilakukan 
oleh Ahlu al-halli wa al-„aqḏi yang mana orang-orang didalamnya berkedudukan 
mewakili rakyat untuk memilih khalifah, imam, atau kepala negara dengan jalan 
musyawarah, dan Melalui penyerahan jabatan atau melalui wasiat dari kepala 
negara sebelumnya. Jadi konsep mendasar dalam politik pemerintahan islam 
yakni konsep syura, prinsip amar ma‟ruf nahi munkar, pembentukan ahl. al-hall 
wa al-„aq, Maslahah, dan dasar Imamah.48 
Lukman Thalib berpendapat bahwa dalam konteks politik dan kekuasaan, 
Islam selalu menekankan pentingnya kesadaran kolektif bahwa kekuasaan 
tertinggi atau puncak segala kekuasaan dan politik adalah “Siyâsah ilahiyyah wa 
inabah nabawiyyah” yang menunggalkan otoritas kekuasaan hanya pada Allah 
swt.
49
 Sejalan dengan itu pemecahan atas berbagai masalah yang berhubungan 
dengan ihwal Siyâsah syar‟iyyah lebih bersifat kontekstual sehingga 
menampakkan diri dalam sosok yang beragam sesuai dengan perbedaan waktu 
dan tempat. Nilai Siyâsah syariyyah tidak serta merta menjadi nisbi (relative) 
karena ia memiliki kemutlakan untuk selalu mewujudkan keadilan, rahmat, 
kamaslahatan, dan hikmah.
50
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Menurut Ibnu Abi Rabi dalam buku Usman Jafar, menjelaskan bahwa 
suatu pemerintahan negara memerlukan pengelolaan yang baik, seorang raja 
membutuhkan aparatur yang membantunya dalam urusan agama serta rakyat. 
Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam rangka merekrut tenaga pemerintahan 
agar pengelolaan pemerintahan berjalan secara efektif dan efesien yakni memiliki 
pengetahuan terkait persoalan keagamaan, memiliki kecerdasan serta kelembutan 
hati, menganjurkan agar penguasa tidak mengangkat aparatur yang tidak memiliki 
integritas diri yang memadai, tidak meminta pendapat pada orang yang tidak 
dipercaya dan tidak memiliki kemandirian, suka meremehkan pejabat negara yang 
menunjukkan kelemahan pemikirannya, dan yang terakhir tidak memberikan 
tugas kepada orang-orang yang bodoh kerena akan berakibat buruk akibat 
kebodohannya.
51
 
Mengemban suatu jabatan tidaklah perlu disertai ambisius tinggi untuk 
memperolehnya karena kedudukan ini merupakan amanah yang sudah pasti 
disertai dengan pertanggungjawaban baik di dunia maupun diakhirat. Hanya yang 
memiliki kompetensi, keahlian serta tujuan yang maslahat layak meminta jabatan 
dengan catatan tetap menyadari akan kekurangan ataupun kehilafan yang bisa saja 
diperbuat selama menduduki jabatan agar tetap selalu berhatihati dalam 
mengambil suatu tindakan dan keputusan. Sebaliknya menduduki jabatan atau 
menjaga amanah bagi orang yang tidak punya kompetensi atau keahlian tetapi 
tetap berambisi mengembannya, oleh Allah disebut sebagai perilaku yang zalim, 
sebagaimana firman Allah pada Q.S. al-Ahƶāb 33/72 : 
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Usman Jafar, Fiqh Siyasah; Telaah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran Ketatanegaraan 
Islam, h. 194. 
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                         
                    
Terjemahannya : 
 “Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi 
dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu 
dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu 
oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.” 
Q.S. Al-Ahƶāb : 7252 
Jabatan merupakan amanah yang tidak semua orang mampu 
mengembannya dengan baik, hanya orang-orang terpilih yang dirahmati dan 
diberi petunjuk oleh Allah swt. yang bisa menjalankannya secara benar. Karena 
itu Islam menganjurkan untuk menduduki jabatan (kekuasaan) hanya bagi orang-
orang yang mampu dan kuat menghadapi godaan yang mengajaknya menyalahi 
janji jabatannya dan dari berprilaku menyimpang. suatu ketika Abu Dzar RA 
meminta kepada Rasulullah agar diberi suatu jabatan. Rasulullah menjawab 
permintaan Abu Dzar dengan sabdanya ; 
 
 اه اذ اخَأ ْن ام َّلا
ِ
إ ،ٌة امإ ادا ن او ٌيْزِخ ِة اماايِْقلإ امْوا ي اا َّنَّ
ِ
إ او ٌةا نا امَأ اا َّنَّ
ِ
إ او ٌفْيِع اض اكَّ ن
ِ
إ ، ّ ر اذ ابََأ ايَ ا
ااْيِْف ِهْيالاع ي ِ َّلَّإ ىَّدَأ او ااّهِق اِبِ 
Terjemahannya : 
“Ya Abu Dzur, engkau seseorang yang lemah sementara kepemimpinan 
itu adalah amanah. dan nanti pada hari kiamat, ia akan menjadi kehinaan 
dan penyesalan kecuali orang yang mengambil dengan haknya dan 
menunaikan apa yang seharusnya ia tunaikan dalam kepemimpinan 
tersebut” (Sahih, HR. Muslim No. 1825)53 
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Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya.  
53
Ahmad Muhammad Yusuf, , Ensiklopedia Tematis Ayat Al-Qur‟an dan Hadist Jilid 4 
(Jakarta: Widya Cahaya, 2009 ), h. 411. 
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 ِناْحْ َّرلإ ادْب اع ايَ ا َّلَّ اس او ِهْيالاع ُ َّللَّإ َّلَّ اص ُِّبَِّنلإ الااق الااق اة ار ُ اسَ ُنْب ِناْحْ َّرلإ ُدْب اع ااناث َّد اح
 ِْيْاغ ْن اع اا اتَْيِطْعُأ ْن
ِ
إ اكَّ ن
ِ
ااف ، اة ارا ام
ِ
ْلاإ َُلأْسا ت الا ، اة ار ُ اسَ انْب ْن
ِ
إ او ااْيْالاع اتْنِعُأ  اَلَأْس ام
ااْيْا ل
ِ
إ اتِْكُِو  اَلَأْس ام ْن اع اا اتَْيِطْعُأ 
Terjemahannya : 
Dari Abdurrahman bin samurah r.a. berkata: Rasulullah bersabda: “Ya 
Abdurrahman bin samurah, engkau jangan melamar (meminta) jabatan, 
sebab jika jabatan itu diserahkan kepadamu tanpa permintaanmu, maka 
engkau akan dibantu untuk mengembannya.” (dikeluarkan oleh Bukhari 
pada kitab ke-83)
54
 
Dari hadis diatas mengisyaratkan bahwa persoalan jabatan merupakan 
sesuatu yang mesti dengan kehati-hatian dalam pengisiannya, Islam tidak 
menganjurkan memintanya dengan ambisi, berambisi dalam hal ini adanya rasa 
haus akan kedudukan atau jabatan padahal ia seorang yang lemah atau tidak 
memiliki bekal kriteria seorang pemimpin yang seharusnya sehingga saat 
diberikan untuk mengembannya malah hanya akan menyalahgunakannya, padahal 
hal tersebut sebuah amanah yang amat berat. Memilih pemimpin yang terbaik 
diantara yang baik tidaklah terlalu sulit, akan tetapi yang sulit adalah memilih 
pemimpin yang baik diantara yang tidak baik. Oleh karena itu, pentingnya 
mendidik setiap pribadi agar mampu memenuhi persyaratan ideal sebagai 
pemimpin. Yang pada intinya persoalan memilih pemimpin harus mengedepankan 
manfaat untuk kepentingan bersama atau rakyat. bahwa siapa saja yang memiliki 
kapabilitas maka berhak menduduki suatu jabatan sesuai dengan bidang 
kemampuannya masing-masing agar mampu membawa kepemimpinan tersebut 
sesuai dengan yang diharapakan yaitu pada tujuan kemaslahatan umum. 
                                                 
54
Abdul Fu‟ad dan Abdul Baqi, Hadits Shaih Bukhari Muslim, (Jawa Barat: Fathan Prima 
Media, 2017),  h. 527. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu sehingga dalam hal ini 
dapat diketahui  terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yakni cara 
ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Oleh karena itu secara umum data yang 
diperoleh dalam penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan 
mengantisipasi permasalahan agar tidak terjadi.
1
 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif, menurut Creswell (1998) 
penelitian kualitatif adalah sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, 
laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang 
alami. Penelitian ini bersifat deskriptif penelitian yang berusaha mendeskripsikan 
suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.
2
 Metode ini disebut 
metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi obyek yang 
alamiah oleh karena itu tidak menekankan pada generalisasi tapi lebih 
menekankan pada makna. Adapun alasan penulis melakukan penelitian ini yaitu 
peneliti merasa tertarik untuk mengkaji bagaimana mekanisme pelaksanaan lelang 
jabatan terhadap pengisian jabatan struktural pada lingkup pemerintahan 
kabupaten Bulukumba. 
                                                 
1
Sugiyono, Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), 
h. 2-3. 
2
Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah 
(Jakarta: Kencana, 2011), hal.  34 
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2. Lokasi Penelitian 
Menurut S. Nasution Ada tiga unsur penting perlu dipertimbangkan ktika 
akan menetapkan lokasi penelitian yaitu Tempat, Pelaku, dan Kegitan.
3
 Lokasi 
penelitian dilakukan di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia (BKPSDM) Bulukumba dan Sekretariat Daerah Kabupaten 
Bulukumba. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini yang pertama, karena 
dikantor sekretariat tersebut merupakan tempat yang relevan dengan sumber data 
yang dibutuhkan, kedua, lokasi penelitian dekat dengan tempat tinggal peneliti 
sehingga sangat mudah untuk diakses. 
B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Yuridis (hukum 
dilihat sebagai norma atau das sollen), karena dalam membahas permasalahan 
penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum. Empiris (hukum sebagai 
kenyataan sosial, kultural atau das sein). Penelitian yuridis-empiris merupakan 
penelitian yang mengkaitkan hukum dengan perilaku nyata manusia. Perumusan 
sederhana ini dapat dijadikan pegangan, artinya sampai sejauh mana hukum 
benar-benar berlaku di dalam kenyataan pergaulan masyarakat.
4
 Pendekatan 
Normatif digunakan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan 
hukum tentang mekanisme pengisian jabatan struktural melaui sistem lelang 
jabatan struktural pada lingkup pemerintahan kabupaten Bulukumba (Perspektif 
Siyâsah Syar’iyyah). 
                                                 
3
S. Nasution, Metode Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsinto, 1996),  h. 43. 
4
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: Rineka Cipta, 1983),  h. 32. 
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1. Sumber Data 
Dalam penelitian ini digunakan sumber data ke dalam dua jenis data yaitu:  
a. Data Primer 
Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari 
individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil kuesioner yang 
biasa dilakukan oleh peneliti. dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 5 orang 
informan yang berasal dari pegawai Pemda kabupaten Bulukumba. dan setelah 
melakukan observasi awal, maka ditetapkan penentuan informan. 
Adapun rincian pemilihan informan pada tabel berikut: 
No. Nama Jumlah Keterangan 
1. Pemerintah Daerah 
Kabupaten Bulukumba 
2 orang Sekretaris Daerah dan Asisten 
Administrasi Umum 
2. 
Panitia Seleksi pengisian JPT 
kabupaten Bulukumba 
2 orang 
Kepala Bidang Mutasi & 
Kepangkatan, Kasubbid 
mutasi & Promosi BKPSDM 
3. Peserta Seleksi lelang jabatan 1 orang 
Peserta seleksi 
Jumlah orang 5 orang  
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data bersifat normative sekaligus sebagai data 
pendukung karena mempunyai daya mengikat. Data sekunder dalam penelitian ini 
bersumber dari keseluruhan bahan kepustakaan, termasuk didalamnya perundang-
undangan, literature-literatur ilmiah, jurnal dan artikel-artikel yang dimuat dalam 
berbagi media yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk digunakan 
sebagai acuan dalam pembahasan lebih lanjut. 
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C. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan 
penelitian. Melalui pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan, untuk 
selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Adapun metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Observasi, yaitu menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara 
langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. menurut 
Nasution dalam Sugiyono, observasi adalah dasar semua ilmu 
pengetahuan, para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta 
mengeni dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.
5
   
2. Wawancara, merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang 
berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka 
mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-
keterangan secara mendalam dan detail
6
. Pada penelitian ini peneliti 
mengumpulkan data dengan megajukan pertanyaan kepada responden 
(pemeritah atau pegawai pemda yang mengetahui lelang jabatan yang 
dilaksanakan di kabupaten Bulukumba). 
3. Dokumentasi, merupakan sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam 
bahan yang berbentuk dokumen. 
4. Studi Kepustakaan, mengumpulkan atau menelusuri dokumen-dokumen 
atau keterangan-ketarang yang dibutuhkan dalam penelitian.  
                                                 
5
Sugiyono, Meode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 226. 
6
Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum (Cet, II;Bandung : Alfabeta, 
2014), hal. 155 
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D. Instrument Penelitianan  
1. Peneliti itu Sendiri 
Menurut Nasution dalam Sugiyono pada “penelitian kualitatif, tidak ada  
pilihan lain selain menjadikan manusia menjadi instrument penelitian utama”. Jadi 
peneliti merupakan instrument kunci dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini 
peneliti akan terjun ke lapangan sendiri, baik pada grand tour question, tahap 
focused and selection, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat 
kesimpulan.
7
 
2. Pedoman Wawancara 
Pedoman wawancara merupakan uraian pertanyaan (kuesioner) sebagai 
alat yang digunakan saat melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk 
memperoleh informasi dari informan. 
3. Alat lainnya   
alat yang digunakan dalam mendatangkan data antara lain; hp untuk 
merekam dan mengambil gambar, dan  alat tulis-menulis seperti pulpen dan buku 
catatan. 
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Teknik Pengolahan Data 
Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data 
yang diperoleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, 
rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini 
sebagai berikut: 
a. Klasifikasi Data (Memilih-milih data) yakni metode untuk menyusun data 
secara sistematis atau menurut beberapa kaidah atau aturan yang telah 
diterapkan. 
                                                 
7
Sugiyono, Meode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h.224. 
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b. Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan 
untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan 
dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini 
dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan faktual 
sesuai dengan literatur yang didapatkan dari sumber bacaan. 
2. Analisis Data 
Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan 
masalah berdasarkan data sekunder dan data primer yang diperoleh. Analisis data 
yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. 
F. Pengujian Keabsahan Data 
Ketajaman analisis peneliti dalam menyajikan sebuah data tidak serta 
merta menjadikan hasil temuan peneliti sebagai data yang akurat dan memiliki 
tingkat kepercayaan yang tinggi. Perlu melewati pengujian data terlebih dahulu 
sesuai dengan prosedural yang telah ditetapkan sebagai seleksi akhir dalam 
menghasilkan atau memproduksi temuan baru. Keabsahan data merupakan standar 
kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data/informasi. 
Dalam menganalisis data dan materi yang disajikan digunakan beberapa metode : 
1. Deskriptif pada umumnya dipergunakan dalam menguraikan, mengutip, 
atau memperjelas bunyi peraturan perundang-undangan dan uraian umum. 
2. Deduktif dan Induktif. Deduktif tolak ukurnya adalah peraturan 
perundang-undangan dan kebiasaan, sedangkan induktif adalah dalam 
menyusun logika untuk mengambil kesimpulan.  
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BAB IV 
MEKANISME PENGISIAN JABATAN STRUKTURAL MELALUI 
SISTEM LELANG JABATAN PADA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH   
KABUPATEN BULUKUMBA (PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH) 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Kondisi Geografis Kabupaten Bulukumba 
Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu daerah tingkat II yang 
terletak di bagian selatan jasirah Sulawesi dengan posisi stretegis terletak antara 
0520’-0540’ lintang selatan  dan  11958’-12028’ bujur timur. Posisinya 
berbatasan dengan kabupaten Bantaeng di sebelah barat, sebelah timur dengan 
teluk Bone, kabupaten Sinjai di sebelah utara, dan sebelah selatan berbatasan 
dengan laut Flores. Kabupaten Bulukumba berjarak kurang lebih 153 km dari 
ibukota provinsi Sulawesi Selatan. 
Luas wilayah kabupaten Bulukumba sekitar 1.154,7     atau sekitar 2,5 
persen dari luas wilayah Sulawesi selatan yang meliputi 10 (sepuluh) kecamatan 
dan terbagi ke dalam 27 kelurahan dan 109 desa yang tersebar sebanyak 410,485 
penduduk. Ditinjau dari segi luas kecamatan Gantarang dan Bulukumpa 
merupakan dua wilayah kecamatan terluas masing-masing seluas 173,51     dan 
171,33     sekitar 30 persen dari luas kabupaten. dan terkecil adalah kecamatan 
Ujungbulu yang merupakan pusat kabupaten Bulukumba sebagai pusat kota 
kabupaten dengan luas 14,4     atau hanya sekitar 1 persen.1 
                                                 
1
Badan Pusat Statistika, Bulukumba dalam angka 2017 Bulukumba Regency In Figure, 
(Bulukumba: BPS Kab. Bulukumba, 2017), h. 
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2. Gambaran Umum PNS Kabupaten Bulukumba 
 Pemerintah kabupaten Bulukumba membawahi 10 kecamatan definitif dan 
terbagi ke dalam 27 kelurahan 109 desa. Kondisi PNS pemda pada tahun 2014 
terdapat 7.486 PNS. Ditinjau dari pendidikan, pendidikan PNS lebih banyak 
dibanding pekerja pada umumnya yaitu mereka yang berpendidikan rendah (SD 
dan SLTP sederajat) hanya 3,23 persen sedangkan yang berpendidikan SMA 19,3 
persen dan diploma/universitas mencapai 77,64 persen. Dilihat dari 
kepangkatannya 42,32 persen PNS bergolongan III sedangkan PNS golongan I 
hanya sebesar 1,60 persen. Kelengkapan pemerintah sebagai mitra pemerintah 
(eksekutif) dibantu oleh legislative (DPRD) dengan personil organisasi yang 
cukup lengkap dan telah menghasilkan berbagai keputusan yang dituangkan 
dalam berbagai peraturan daerah.
2
  
Berdasarkan data yang diperoleh dari tabel pusat statistik kabupaten 
Bulukumba pada tahun 2016. adapun jumlah pegawai negeri sipil menurut jenis 
kelamin dimana jumlah terbanyak diduduki oleh perempuan yakni 3.680 orang 
sedangkan laki-laki sebanyak 2.913 orang. Kemudian klasifikasi ditinjau dari 
tingkat pendidikan terakhirnya antaralain; sampai dengan SD berjumlah 50 orang, 
SLTP/Sederajat 89 orang, SMA/sederajat 1088 orang, Diloma 846 orang, dan 
terbanyak dari tingkat Sarjana/Doktor 4.520 orang. Dari total keseluruhan 6.593 
pegawai negeri sipil yang tersebar diseluruh dinas/instansi pemerintahan 
kabupaten Bulukumba. 
                                                 
2
Badan Pusat Statistika Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bulukumba dalam Angka  
2017 Bulukumba Regency in Figure,  h.19. 
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3. Gambaran Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Kabupaten Bulukumba 
a. Visi dan Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Kabupaten Bulukumba 
1) Visi 
“Terwujudnya tata kelola kepegawaian yang terdepan berbasis teknologi, 
informasi dan komunikasi” Penjabaran dari makna visi tersebut adalah: 
a) Tata kelola kepegawaian mencakup proses, kebijakan, dan institusi yang 
memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan administrasi 
kepegawaian meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, 
penempatan, punishment, dan reward sehingga tercapainya aparatur yang 
proporsional dan professional dalam roda pemerintahan. 
b) Terdepan baik dari segi pelayanan, pengetahuan, kompetensi, kinerja serta 
terdepan dalam inovasi dalam menjalankan tugas sebagai instansi penunjang 
urusan pemerintahan di bidang kepegawaian. 
c) Teknologi, segala hal yang berkaitan dengan input proses-output berbasis 
teknologi sebagai alat bantu dalam pengelolaan data dan pengelolaan 
informasi. 
d) Informasi sebagai pusat data dan mediator seputar kepegawaian yang 
bermanfaat bagi seluruh aparat pemerintah daerah. 
e) Komunikasi merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan 
alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang atu 
keperangkat yang lainnya. 
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2) Misi 
a) Mewujudkan tata kelola kepegawaian yang berkualitas dan berdaya saing 
b) Menciptakan pelayanan yang terdepan dalam kepegawaian 
c) Menciptakan aparatur sipil negara yang berkualitas di bidangnya melalui 
pengembanagan dan peningkatan kompetensi dan keterampilan secara 
individu maupun tim kerja 
d) Mewujudkan pengelolaan data dan sumber informasi kepegawaian yang 
berbasis teknologi dan komunikasi. 
b. Tugas Pokok, Kewenangan, Fungsi, dan Struktur Organisasi BKPSDM 
Kabupaten Bulukumba 
Tugas pokok Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia (BKPSDM) kabupaten Bulukumba di bentuk berdasarkan peraturan 
daerah nomor:  Tahun 2016 tentang susunan dan tata kerja badan kepegawaian 
dan pengembangan sumber daya manusia kabupaten Bulukumba. BKPSDM yang 
kedudukannya sebagai unit yang langsung berada dibawah dan bertanggung 
jawab kepada Bupati mempunyai tugas membantu pejabat Pembina kepegawaian 
dalam melaksanakan manajemen Aparatur Sipil Negara Daerah. 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam 
pemerintahan kabupaten Bulukumba adalah unsur penunjang utama pemerintah 
daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab langsung kepada Bupati Bulukumba melalui Sekretaris Daerah 
yang bertugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang 
manajemen dan diklat daerah. 
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Kewenangan BKPSDM kabupaten Bulukumba adalah: 
1) Perumusan formasi, pengadaan, pengangkatan CPNS menjadi ASN, 
pendidikan dan pelatihan, kenaikan pangkat, pengangkatan dan 
pemindahan serta pemberhentian dan pemuktahiran data ASN. 
Pengawasan, pengendalian, dan pembinaan penyelenggaraan manajemen Pegawai 
Negeri Sipil Daerah. 
Adapun Fungsi BKPSDM Kabupaten Bulukumba Berdasarkan Peraturan 
Bupati Bulukumba Nomor:4/IX/200 sebagai berikut: 
1) Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah dibidang 
kepegawaian sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan 
pemerintah. 
2) Perencanaan dan pengembangan serta penyiapan kebijakan teknis 
pengembangan kepegawaian daerah. 
3) Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan 
dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara daerah sesuai dengan standar 
dan posedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.  
4) Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan pemindahan dan 
pemberhentian dari jabatan struktur/fungsional sesuai standar dan prosedur 
yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 
5) Penyiapan dan penetapan pensiun Aparatur Sipil Negara daerah sesuai 
dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan. 
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6) Penyiapan penetapan gaji tunjangan dan kesejahteraan ASN daerah sesuai 
dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan. 
7) Penyelenggaraan administrasi ASN daerah, pengeloalaan sistem 
administrasi pengelolaan kepegawaian dan penyampaian informasi 
kepegawaian daerah kepada BKN. 
8) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan struktural dan teknis 
Fungsional
3
 
Pembentukan Aparatur ASN diperlukan waktu dan proses yang lama, 
manajemen kepegawaian perlu dibenahi diawali dengan melakukan pola 
rekruitmen yang benar sesuai dengan peraturan dan berdasarkaan kompetensi. 
Eksistensi sumber daya Aparatur  perlu mendapat perhatian khusus, berkaitan 
dengan strategi peningkatan kualitas dan kompetensinya. Peningkatan kompetensi 
sumber daya aparatur dalam mengemban tugas atau jabatan birokrasi melalui 
diklat berorientasi pada standar kompetensi jabatan sesuai tantangan reformasi 
dan globalisasi yang tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan stakeholder-nya. 
Adanya kebijakan reformasi Birokrasi yang ditetapkan oleh pemerintah 
menghendaki adanya pembaharuan atau perubahan strategis di bidang 
kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian. Perubahan dibidang 
kepegawaian difokuskan pada pengembangan masalah sumber daya aparatur, 
mulai dari masalah perencanaan, rekruitmen dan seleksi pegawai, kinerja aparatur 
maupun masalah karir dan kesejahteraan serta disiplin aparatur. Untuk 
                                                 
3
Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia 
Kabupaten Bulukumba, tahun 2016-2021. 
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KEPALA BADAN 
SEKRETARIS 
KASUBBAG PROGRAM 
& KEPEGAWAIAN 
KASUBBAG UMUM & 
KEUANGAN 
KASUBBID PERENCANAAN, 
& PENGADAAN 
KASUBBID TATA & 
INFORMASI 
KASUBBID PENGENDALIAN  
& PENGHARGAAN 
KABID MUTASI & 
KEPANGKATAN 
KASUBBID MUTASI 
&PROMOSI 
KASUBBID KEPANGKATAN 
& PENSIUN 
KASUBBID PENGEMBANGAN 
KARIR & PENILAIAN KERJA 
KABID PENGEMBANGAN & 
KOMPETENSI APARATUR 
KASUBBID DIKLAT 
PENJENJANGAN  
KASUBBID DIKLAT 
FUNGSIONAL 
KASUBBID 
PENGEMBANAGAN 
KOMPETENSI 
KABID PERENCANAAN, , 
PENGADAAN & INFORMASI 
mengimplementasikan kebijakan reforasi birokrasi yang telah ditetapkan, 
BKPSDM Kabupaten Bulukumba sebagai salah satu organisasi perangkat daerah 
membantu pemerintah daerah memfasilitasi kebijakan publik di bidang 
kepegawaian berusaha menyesuaikan perannya di bidang pembinaan dan 
pengembangan kepegawaian dalam rangka peningkatan kualitas/profesionalisme 
dan disiplin SDM Aparatur (ASN) itu sendiri mewujudkan good governance.
4
 
STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN 
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN 
BULUKUMBA 
  
                                                 
4
Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia 
Kabupaten Bulukumba tahun 2016-2021. 
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B. Implikasi Hukum Terhadap Mekanisme Pengisian Jabatan Struktural 
Melalui Sistem Lelang Jabatan di Kabupaten Bulukumba 
Pelaksanaan pengisian jabatan struktural melalui seleksi terbuka atau 
lelang jabatan merupakan salah satu wujud dari program reformasi birokrasi yang 
diharapkan dapat membawa sistem pemerintahan Indonesia kearah yang lebih 
baik. Lelang jabatan sebagai bentuk promosi jabatan yang dilakukan secara 
terbuka dan melalui standar tersendiri dalam proses seleksinya berfokus pada 
kompetensi serta sesuai kualifikasi para kandidat dan mekanisme pengangkatan 
ini diterapkan bukan hanya pada tingkat pusat melainkan berlaku hingga ke 
tingkat daerah.  
Betapa pentingnya memiliki Aparatur Sipil Negara yang berkompetensi 
dengan bekal kecerdasan serta integritas tinggi agar mampu membawa satuan 
organisasi negara yang dipimpinnya kearah yang lebih maju. Namun untuk 
mendapatkan orang-orang terbaik seperti itu tidaklah mudah, melainkan harus 
melalui suatu proses penyaringan yang ketat. Olehnya itu berdasarkan Undang-
Undang Nomor 5 tahun 2014 pasal 108 ayat (3) mengisyaratkan agar pengisian 
jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di 
kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, 
kepangkatan, pendidikan dan pelatihan,  rekam jejak jabatan, dan integritas serta 
persyaratan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian 
Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sangat mengharapkan diperolehnya 
pegawai yang menduduki jabatan struktural yang benar-benar berkwalitas dan 
memenuhi semua kriteria pengangkatan berdasarkan merit system. 
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Manajemen aparatur sipil negara berdasarkan pada sistem merit yang 
merupakan perbandingan antara kualifikasi, kompetensi dan kinerja, yang 
dibutuhkan oleh calon dalam rekruitmen, pengangkatan, penempatan dan promosi 
pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif,  kemudian sejalan 
dengan tata pemerintahan yang baik tanpa membedakan latar belakang politik, 
ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, ataupun 
kondisi kecacatan yang bersangkutan. 
 Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Andi Nur 
Aisyah Pandita selaku kepala bidang mutasi dan kepangkatan BKPSDM 
kabupaten Bulukumba, menerangkan bahwa sebelumnya pelaksanaan pengisian 
jabatan tinggi pratama masih dilakukan secara tertutup atau dengan penunjukan 
oleh pejabat berwenang dan diproses di Baperjakat, kemudian setelah adanya 
perintah Undang-Undang ASN Nomor 5 tahun 2014 untuk melakukan sistem 
seleksi terbuka atau lelang jabatan pada jabatan struktural JPT (Jabatan Pimpinan 
Tinggi) dan ketika itu terdapat 13 jabatan kepala OPD yang kosong maka di 
adakanlah seleksi lelang jabatan pada tahun 2017.
5
 
 Hal yang sama juga diungkapkan oleh Muhammad Irfan Kepala Sub 
Bidang Mutasi dan promosi yang paling mengetahui teknis pelaksanaan kegiatan 
seleksi jabatan yang diselenggarakan dilingkup pemerintah daerah kabupaten 
Bulukumba tahun 2017. Setelah melakukan pengumpulan data-data baik dari hasil 
wawancara maupun dari data lainnya maka penulis dapat menguraikan 
mekanisme penyelenggaraan seleksi terbuka atau lelang jabatan pada jabatan 
                                                 
5
Andi Nur Aisyah Pandita, Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan BKPSDM kabupaten 
Bulukumba, wawancara, di kantor BKPSDM Bulukumba, 31 Mei 2018. 
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struktural JPT pada lingkup pemerintah Daerah kabupaten Bulukumba, sebagai 
berikut: 
 Ketika akan diadakan seleksi lelang jabatan di kabupaten Bulukumba hal 
pertama yang mesti dipersiapkan yakni penentuan Panitia Seleksi (Pansel) sesuai 
dengan Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: kpts. 112/II/2017 bahwa dalam 
rangka pelaksanaan seleksi jabatan melalui mekanisme yang transparan, objektif, 
akuntabel, dan professional, perlu diadakan seleksi jabatan Pimpinan Tinggi 
Pratama bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, maka melalui 
keputusan bupati tersebut menetapkan panitia pelaksana dan tim penguji 
pelaksanaan seleksi jabatan pimpinana tinggi pratama lingkup pemerintah 
kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2017. Dengan susunan keanggotaan 
sebagai berikut: 
Tabel 1 Panitia Seleksi Tahun Anggaran 2017 
No Nama Jabatan Kedudukan 
1 Drs. A. Bau Amal 
Sekretaris Daerah 
Kabupaten Bulukumba 
Ketua 
2 
Dr. H. Ashari Fakhsirie 
Radjamilo., M.Si 
Kepala BKD Provinsi 
Sulawesi Selatan 
Anggota 
3 Dr. Sulaeman Fattah., M.Si 
Dosen STIA LAN 
Makassar 
Anggota 
4 Dr. Muttaqin., MBA 
Dosen STIA LAN 
Makassar 
Anggota 
5 Ir. H. Burhanuddin Kadir, MP Purnabakti Anggota 
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Ditetapkannya beberapa tim penguji/penilai yang bukan berlatar belakang 
dari pemerintah daerah tapi dari akademisi yang ahli dibidangnya dengan tujuan 
agar proses penilaian atau penyaringan secara objektif dan mampu menghasilkan 
pejabat yang sesuai kriteria sesungguhnya yakni berkompetensi, sesuai kualifikasi 
dan berintegritas tinggi. Adapun tugas panitia pelaksana dan tim penguji, sebagai 
berikut: 
a. Panitia Pelaksana 
1. Menyusun jadwal pelaksanaan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 
2. Merencanakan kegiatan pelaksanaan rapat 
3. Menyiapkan bahan keperluan rapat 
4. Menyusun acara rapat 
5. Menghimpun surat-surat/ dokumen 
6. Membuat notulen rapat 
7. Mempublikasikan kegiatan panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama 
8. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua panitia seleksi. 
b. Tim Penguji  
1. Menyusun metode dan tahapan sistem penilaian seleksi Jabatan pimpinan 
Tinggi Pratama 
2. Melakukan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama meliputi wawancara, 
analisa kasus dan presentase 
3. Menyampaikan hasil penilaian kepada pejabat Pembina kepegawaian terkait 
hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama 
4. Membuat laporan hasil proses pelaksanaan seleksi jabatan. 
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Kemudian setelah surat keputusan Bupati tersebut disahkan maka 
terbentuklah panitia seleksi yang langsung melakukan koordinasi ke Komisi 
Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mengajukan susunan panitia yang telah 
dibentuk sekaligus menyampaikan perencanaan seleksi terbuka yang akan 
dilakukan dan menunggu rekomendasi ke tahap selanjutnya. Pada tanggal 10 april 
2017 pengumuman pendaftaran calon pimpinan tinggi pratama  dengan nomor: 
800/01-IV/pansel-JPT/BLK/2017 di sebarkan kepada publik baik secara langsung 
menyurat ke setiap SKPD yang terdapat di kabupaten Bulukumba maupun diluar 
daerah, juga diumumkan melalui media cetak dan internet seperti surat kabar dan 
website resmi pemerintahan kabupaten Bulukumba. 
Pengumuman yang dikeluarkan tersebut menerangkan bahwa pengisian 
jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon IIb) di lingkungan pemerintah daerah 
kabupaten Bulukumba dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang 
Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera dan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 tahun 2014 
tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dilingkungan 
instansi pemerintah. Menjelaskan mengenai ketentuan umum termasuk 
kelengkapan berkas, tata cara pendaftaran, tahapan seleksi dan ketentuan lainnya 
yang harus dipahami dan dipenuhi oleh setiap calon peserta seleksi. Disebutkan 
terdapat 13 jenis jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II.b) yang akan diisi 
dalam seleksi terbuka tahun 2017.  
Adapun Persyaratan yang mesti dipenuhi oleh calon pendaftar sebagai 
berikut: 
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a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Sulawasi Selatan. 
b. Ada isin tertulis dari kepala OPD atau minimal pejabat eselon II bagi calon 
pelamar dari pemerintah kabupaten Bulukumba dan mendapatkan 
izin/persetujuan tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian 
(Gubernur/Bupati/Walikota) bagi calon pelamar dari luar Bulukumba. 
c. Pernah menduduki jabatan Pimpinan tinggi Pratama (eselon II.b ) dan pernah 
atau sedang menduduki jabatan Administrasi (eselon III) minimal 2 (dua) 
tahun per tanggal dimulainya pendaftaran 
d. Sekurang-kurangnya  memiliki pendidikan formal sarjana (S.1) 
e. Sekurang-kurangnya  memiliki pangkat Pembina, dan golongan ruang IV/a 
f. Berusia tidak lebih dari 58 tahun pada saat pendaftaran 
g. Seluruh unsure penilaian prestasi kerja tahun 2015 dan tahun 2016 bernilai 
baik. 
h. Surat keterangan dari inspektur inspektorat kabupaten/kota/provinsi yang 
menyatakan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, hukuman disiplin tingkat 
sedang/berat, atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau tidak sedang 
dalam proses penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan peraturan pemerintah 
nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. 
i. Telah selesai dan lulus diklat kepemimpinan tingkat III atau yang setara 
dengan dibuktikan STTPP. 
j. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter 
pemerintah. 
k. Bersedia menandatangani pakta integritas. 
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Tabel 2 Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Seleksi 
NO. KEGIATAN TANGGAL 
1 Pengumuman 10 s/d 28 april 2017 
2 Pendaftaran dan penerimaan berkas 11 s/d 29 april 2017 
3 Seleksi administrasi 30 april s/d 01 mei 2017 
4 Pengumuman hasil seleksi administrasi  3 mei 2017 
5 
Seleksi kompetensi : Tes kompetensi bidang 
& manajerial (tes terutis), tes psikometrik,  
tes kompetensi bidang & manajerial 
(wawancara) 
10 s/d 11 mei 2017 
10 s/d 11 mei  2017 
12 s/d 14 mei 2017 
6 
Pengumuman hasil seleksi kompetensi dan 
wawancara (3 orang setiap jabatan) 
22 mei 2017 
7 Pemeriksaan kesehatan 23 mei  2017 
8 
Penyampaian hasil seleksi masing-masing 3 
orang untuk jabatan ke PPK 
24 mei 2017 
 Tabel diatas menunjukkan perencanaan waktu yang telah disepakati oleh 
tim pansel berdasarkan setiap tahapan seleksi terbuka di kabupatn Bulukumba 
namun tetap saja diberikan tanda kutip bahwa bisa saja melewati batas waktu 
yang telah ditentukan. dan menurut keterangan Muhammad Irfan selaku bagian 
Teknis Panitia seleksi pada pelaksaan tersebut sempat melewati batas waktu 
karena adanya keterlambatan rekomendasi dari pihak KASN pusat. 
Menurut keterangan asisten administrasi umum kabupaten Bulukumba  
Andi Syamsul Mulhayat selaku bagian dari panitia seleksi terbuka tahun 2017 
dalam wawancara yang dilakukan penulis bahwa proses seleksi terbuka atau 
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lelang jabatan yang diselenggarakan tersebut baru pertamakali diselenggarakan 
pada pemerintah daerah kabupaten Bulukumba tahun 2017 sehingga segala 
prosesnya berdasarkan pada amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan  
dilaksanakan secara ketat, setiap prosesnya ada konektifitas dari KASN dengan 
melaporkan setiap hasil tahapannya untuk disetujui dan mendapatkan 
rekomendasi KASN, selain ada lembaga yang bertanggungjawab atas 
penilaiannya, yang melibatkan assesor. Oleh karenanya disetiap tahapan sistem 
penilaiannya terus dipantau.
6
  
Meskipun demikian, ada hal yang membedakan dari proses lelang jabatan 
ini dibanding dengan kabupaten lain yakni pada seleksi kompetensi khusus tes 
wawancara tempat pelaksanaannya dilakukan di Hakuna Matata Resort pantai 
Bira Bulukumba dengan alasan selain eksplorasi keindahan wisata Bulukumba 
yang terkenal dan yang tepenting dengan inisiatif agar saat pelaksanaan seleksi 
wawancara tersebut lebih efektif karena dilakukan ditempat yang nyaman 
sehingga peserta bisa lebih rileks saat menyampaikan gagasannya, jauh dari 
hirukpikuk kesibukan pekerjaan kantor. namun tentu tetap dilaksanakan dengan 
ketat yang mana seluruh tim penguji dan pantia ikut hadir, serta dipantau oleh 
Bupati dan Sekda Bulukumba.
7
 diungkapkan oleh Muhammad Irfan selaku bagian 
panitia seleksi kepada peneliti. 
Terdapat 54 peserta yang mengikuti tes namun hanya 36 yang lolos ke tiga 
besar pada setiap kategori jabatan, Adapun hasil seleksi calon pimpinan tinggi 
pratama pemerintah kabupaten Bulukumba tahun 2017 dengan Nomor: 800/16-
IX/Pansel-JPT/BKPSDM/2017, sebagai berikut: 
                                                 
6
Andi Syamsul Mulayat, Asisten Administari Umum Pemda Bulukumba, Wawancara di 
ruangan Asisten III kantor Bupati Bulukumba, 31 Mei 2018. 
7
Muhammad Irfan, Kepala Subbidang Mutasi dan Promosi, wawancara di kantor 
BKPSDM kabupaten Bulukumba, 4 Juni 2018. 
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Tabel 3 Tiga Besar Peserta Seleksi pada Setiap SKPD 
No. Jabatan / Nama Tiga Besar Peserta Seleksi  
1 Kepala Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia 
 
a) Andi Ade Ariadi, S.STP,M.Si 
b) Dra. A. Muniati Amiruddin 
c) Asraeni, SH 
2 Kepala Badan Pendapatan Daerah 
 
a) Moh. Rifal, AP,Msi 
b) Dr.M. Ridwan Hamsah, SH, M.Si 
c) Sufardiman, SH 
3 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 
 
a) Ahmad Arfan, S.IP, MT 
b) Dra. A. Launru, M.Si 
c) Dra. A. Roslinda 
4 Kepala Dinas Sosial 
 
a) Ir. Akrim A. Amir 
b) A. Esfar Tenrisukki, S.Sos, M.Si 
c) Syarifuddin, S.Sos, M.Ap 
5 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
 
a) Drs. H. Akhmad Januaris 
b) Drs. H. A. Firman 
c) Dr. Drs. Baharuddin Patangngai, SE, MM 
6 
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga 
a) Drs. Asrar A. Amir 
b) Muh. Hamka, S.Pd, MM 
c) Drs. H. Siswa 
7 Inspektur Kabupaten 
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a) Muh Nurjalil, SH, MH 
b) Sommeng, S.Sos 
c) Sri Ariati, SP, MP 
8 Kepala Dinas Ketahanan Pangan 
 
a) Ir. AB. Iskandar, M.Si 
b) Emil Yusri, SP, MP 
c) Ir. Mangunjungi 
9 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
 
a) Hj. Darmawati, SE 
b) Dra. Hj. Umrah Aswani, MM 
c) Dr. Wahyuni, AS. 
10 Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
 
a) Drs. Abdul Khalik Rauf, M.Si 
b) A. Esfar Tenrisukki, S.Sos, M.Si 
c) Drs. Aprisal, M.Si 
11 Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi 
 
a) Andi Ade Ariadi, S.STP, M.Si 
b) Kusnadi Kamal, S.STP, M.Si 
c) Rudy Ramlan, S.STP 
12 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang 
 
a) Akhmad Basir AM, S.IP, M.Si 
b) Ir. Akrim A. Amir 
c) Drs. Muh. Amry 
13 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 
 
a) Andi Baso Bintang, S. STP 
b) Moh. Rifai, Ap. M.Si 
c) Munthasir Nawir, S.STP, M.Si 
Sumber: Data BKPSDM kabupaten Bulukumba, 2017. 
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  Pengumuman tiga calon kandidat untuk setiap Organisasi perangkat 
daerah tersebut sebagai hasil akhir dari seleksi terbuka tahun 2017 dan kembali di 
laporkan ke KASN kemudian ditahap terakhir tetap dilakukan tes wawancara oleh 
Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba sebagai bagian kewenangan untuk 
menentukan masing-masing satu orang terpilih yang berhak menduduki jabatan 
kosong yang dimaksud sesuai dengan pilihan yang bersangkutan. setelah itu maka 
dibuatlah keputusan Bupati terkait pengangkatan Pimpinan Tinggi Pratama pada 
lingkup pemerintah daerah kabupaten Bulukumba. 
Berdasarkan Seluruh tahapan mekanisme seleksi jabatan menggunakan  
sistem merit lelang jabatan di kabupaten Bulukumba pada tahun 2017 yang 
diuraikan penulis tersebut maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa 
proses pelaksanaannya sudah sesuai dengan aturan yakni berdasarkan pada 
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang  Aparatur Sipil Negara dan 
Permenpan-RB Nomor 13 tahun 2014 tentang tata cara pengisin jabatan pimpinan 
tinggi secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah. Memiliki dasar hukum 
yang cukup kuat sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya. Kemudian dilakukan 
secara ketat untuk menentukan kandidat yang akan menduduki jabatan pimpinan 
tinggi sesuai dengan kompetensi, rekam jejak jabatan dan kualifikasinya.  
Meskipun masih terdapat kekurangan seperti pada waktu pelaksanaan 
yang relatif lama dan memakan cukup banyak biaya tetapi tetap saja lebih efektif 
dibanding mekanisme pengangkatan sebelumnya karena berfokus pada 
pertimbangan kompetensi pelamar sesuai dengan amanat Undang-Undang 
Aparatur Sipil Negara.  
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C. Pandangan Pegawai Pemda Tingkat I Kabupaten Bulukumba Terhadap 
Lelang Jabatan 
Lahirnya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang salah satu fokusnya  
mengatur mengenai pengisian jabatan struktural maka akan membuka peluang 
persaingan secara terbuka dikalangan aparatur dengan mempertimbangkan 
kompetensi dan kualifikasi berdasarkan sistem merit. Lambat laun akan semakin 
memperketat proses penyaringan, tidak lagi hanya melalui penunjukan dan 
pengangkatan langsung lewat jalur baperjakat yang dianggap terlalu tertutup dan 
banyak menaruh kecurigaan publik terkait alasan pengangkatannya. 
Di sisi lain, setiap regulasi yang dikeluarkan baik itu dari undang-undang 
ataupun dari kebijakan pemerintah tentu memicu respon dari beragam kalangan 
yang merasa berkepentingan terhadap aturan yang berlaku, ada yang setuju dan 
ada pula yang merasa tidak setuju. Perbincangan yang cukup menyita perhatian 
dikalangan Pegawai Negeri Sipil beberapa tahun belakangan ini yakni mengenai 
praktik lelang jabatan yang diterapkan di lingkup pemerintahan pusat hingga ke 
tingkat daerah. untuk pertama kali di kabupaten Bulukumba kebijakan ini 
diterapkan tahun 2017 sehingga penulis tertarik mengetahui respon pegawai 
Pemda terkait pengimplementasian hal tersebut. 
Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan 
Sekretaris Daerah Andi Bau Amal selaku Ketua panitia pelaksanaan seleksi 
terbuka lingkup pemerintah kabupaten Bulukumba tahun 2017. Mengungkapkan 
bahwa seleksi terbuka atau lelang jabatan memang baru pertama kali diterapakan 
pada pemerintahan kabupaten Bulukumba, menurut pandangan beliau hal tersebut 
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bagus dan sangat mengapresiasi karenanya bisa menghadirkan calon pejabat yang 
berkualitas. lelang jabatan tersebut melalui proses tes yang cukup panjang mulai 
dari tes tertulis hingga wawancara. Saat ini beliau melakukan evaluasi terhadap 
prodak hasil seleksi terbuka kemarin dan ternyata cukup memuaskan, sejauh ini 
pejabat-pejabat yang telah dilantik atau diangkat menunjukkan kinerja yang 
bagus. Selain itu, dengan adanya mekanisme ini dapat menghindari intervensi 
publik karena tidak lagi dilakukan melaui penunjukkan langsung oleh Bupati atau 
Gubernur yang diterapkan sebelumnya.
8
 
Kemudian beliau melanjutkan, dalam pelaksanaan mekanisme pengisian 
jabatan kemarin panitia seleksi menghadirkan tiga calon pejabat pada setiap 
kategori jabatan tapi penentuan akhirnya kembali melibatkan Bupati karena  
adanya kewenangan untuk memilih satu orang yang berhak menduduki jabatan. 
sementara ini beliau setuju dengan regulasi yang ada meskipun ada beberapa hal 
yang mesti dibenahi tapi pada akhirnya pihaknya akan memberikan pertimbangan 
ke pusat terkait petunjuk teknis pelaksanaannya. Menurut beliau agar lebih efesien 
seharusnya dalam rangka pemilihan pejabat atau penempatan jabatan tidak perlu 
melibatkan Bupati dalam pemilihan kandidat pejabat, Justru sebenarnya Sekda 
yang lebih mengetahui pejabat mana saja yang berkompeten dibidangnya dan 
tentu tidak memiliki kepentingan apa-apa. Namun setidaknya dengan mekanisme 
seleksi terbuka ini tim pansel dapat menyodorkan tiga kandidat pejabat terbaik 
untuk dipilih menduduki jabatan organisasi perangkat daerah yang kosong.”9 
                                                 
8
Andi B. Amal, Sekretaris Daerah, wawancara diruangan Sekretaris Daerah Kantor 
Bupati Bulukumba, 10 Juni 2018. 
9
Andi B. Amal, Sekretaris Daerah, wawancara diruangan Sekretaris Daerah Kantor 
Bupati Bulukumba, 11 Juni 2018. 
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Meskipun mekanisme pengisian jabatan dengan praktik lelang jabatan 
sebagai hal baru yang berorientasi pada mekanisme yang lebih terbuka namun 
tidak dapat dipungkiri tetap saja ada pihak yang merasa keberatan dengan hal 
tersebut padahal sebenarnya mekanisme ini bagus diterapkan kerena 
menggunakan sistem merit dan memang ada Undang-Undang yang mengaturnya. 
Alasan terpenting mekanisme ini tidak ada lagi kecurigaan orang lain kerena 
dilakukan melalui tes yang ketat dan terbuka, bebas dari intervensi politik ataupun 
unsur kepetingan dengan pimpinan. para peserta benar-benar bersaing dengan 
bekal kompetensi dan inovasi terbaik untuk menempati jabatan yang 
diinginkannya. Hal tersebut disampaikan oleh asisten administrasi umum daerah 
kabupaten Bulukumba Andi Syamsul Mulhayat dalam wawancara yang dilakukan 
oleh peneliti, beliau sangat sependapat dengan ketentuan Undang-Undang 
terhadap mekanisme lelang jabatan yang diterapkan saat ini di  pemerintahan 
kabupaten Bulukumba karena pejabat tidak lagi dengan begitu mudahnya 
menduduki suatu jabatan melainkan melalui proses seleksi yang lebih terbuka dan 
dapat dipercaya, kemudian hasil dari mekanisme ini menunjukkan peningkatan 
kinerja dari para pegawai atau ada kenaikan retting.
10
 
Pandangan terkait praktik lelang jabatan yang diterapkan saat ini di 
kabupaten Bulukumba juga disampaikan oleh Andi Nur Aisyah Pandita selaku 
kepala bidang mutasi dan kepangkatan BKPSDM kabupaten Bulukumba, 
menurutnya hal tersebut sangat baik karena memberikan ruang dan kesempatan 
bagi ASN yang memenuhi persyaratan untuk ikut juga bersaing menduduki 
                                                 
10
Andi Syamsul Mulayat,  Asisten Administari Umum, Wawancara di ruangan Asisten III 
kantor Bupati Bulukumba, 31 Mei 2018. 
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jabatan yang diinginkannya. Ini dapat menepi isu negatif terhadap peran kepala 
daerah pasca pilkada akan isu balas jasa tim sukses atau dengan kata lain bebas 
dari intervensi politik. Beliau juga mengungkapkan dampak dari pelaksanaan 
seleksi terbuka atau lelang jabatan terhadap kinerja pemerintahan kabupaten 
Bulukumba menjadi lebih baik dan memberikan peran yang lebih besar karena 
berasal dari orang–orang yang berkompeten dan ahli di bidangnya. kemudian 
berharap agar mekanisme serupa diterapkan bukan hanya untuk jabatan eselon II 
tapi pada keseluruhan eselon sehingga kedepan pihaknya dapat menempatakan 
ASN sesuai dengan kemampuan bukan karena kedekatan dengan pimpinan.
11
 
Adanya penerapan Undang-Undang ASN yang menggunakan mekanisme 
berdasarkan sistem merit ini akan sangat membantu pihak badan kepegawaian 
dalam pengisian jabatan, karena keluaran dari proses seleksi ini akan jauh lebih 
baik dari pelaksanaan sebelumnya, hal tersebut karena melalui penyaringan yang 
lebih ketat dan terbuka dengan pertimbangan kompetensi, kualifikasi, dan  
intergritas dari masing-masing pelamar.  
Peserta Lelang Jabatan yang saat ini menduduki jabatan kepala dinas 
pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bulukumba Andi Sufardiman juga 
merasa sangat setuju dengan mekanisme lelang jabatan atau seleksi terbuka yang 
diterapkan karena secara akuntabel lebih terbuka dan kompetitif, menurutnya 
memang hal tersebut yang seharusnya diinginkan oleh para Aparatur Sipil Negara 
sebab dengan mekanisme seleksi ini jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan. 
sebelumnya semua peserta yang akan menduduki jabatan memiliki visi misi atau 
                                                 
11
Andi Nur Aisyah Pandita, Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan, wawancara di 
kantor BKPSDM kabupaten Bulukumba, 06 Juni 2018. 
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program unggulan yang dipresentasikan atau disampaikan langsung saat 
wawancara, dengan sendirinya tentu tidak ingin gagal dengan semua target 
tersebut ketika diberikan amanah menduduki jabatan, maka secara otomatis bisa 
dijadikan motivasi perencanaan yang matang sebelumnya sebagai persiapan jika 
berhasil menduduki jabatan yang diinginkan.
12
 
Kepercayaan yang besar dari para pagawai pemda pada lingkup 
pemerintah daerah kabupaten bulukumba terhadap sistem lelang jabatan yang saat 
ini telah diterapkan menunjukkan adanya dampak yang positif daripada 
mekanisme pengisian jabatan ini. Bahkan hampir semua sependapat dan berharap 
agar mekanisme serupa diterapkan untuk semua tingkatan eselon agar terjadi 
pemerataan kebijakan yang tentu akan menghasilkan pejabat-pejabat yang 
berkompeten dibidangnya bukan hanya untuk tingkat atasan tapi pada semua 
aparaturnya. Selain itu terlihat adanya antusias yang tinggi dari para aparatur sipil 
negara untuk mendaftarkan diri dalam seleksi terbuka tersebut. 
Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, secara umum 
dari pandangan para pegawai pemda kabupaten Bulukumba menunjukkan respon 
yang baik terhadap kebijakan manajemen ASN pada mekanisme pengisian jabatan 
melalui lelang jabatan dan ikut mendukung pelaksanaannya maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa mereka semua sangat sependapat atau setuju dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini tehadap mekanisme 
pengisian jabatan struktural yang harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel 
sesuai dengan sistem merit atau sering disebut dengan istilah lelang jabatan. 
                                                 
12
Andi Sufardiman, Kepala Dinas pengelolaan keuangan Daerah, wawancara di kantor 
Bupati Bulukumba, 31 Mei 2018.  
74 
 
 
 
D. Pandangan Siyâsah Syar’iyyah Terhadap Lelang Jabatan Pada Lingkup 
Pemerintahan. 
Islam merupakan agama yang komprehensif sebab tidak hanya mengatur 
mengenai tata cara manusia dalam beribadah atau menyembah Tuhannya tetapi 
juga mengatur segala aspek kehidupan termasuk dalam kehidupan bernegara. 
sisem politik pemerintahan Islam berorientasi pada kemaslahatan manusia, yang 
mana segala aturan atau kebijakan yang dikeluarkan dan diberlakukan haruslah 
mengedepankan kemasalahatan bersama dengan tanpa menyalahi ketentuan 
syara’. Dalam permasalahan pemilihan pemimpin negara Rasulullah saw. 
memang tidak menyampaikan mekanisme pemilihan pemimpin dan kriteria 
tertentu yang harus dipenuhi ketika memilih seorang pemimpin, melainkan 
memberi kebebasan kepada umatnya untuk menentukan cara terbaik yang lebih 
mengedepankan kemaslahatan umat dan jauh dari kemudaratan.   
Lelang jabatan merupakan mekanisme pengisian jabatan yang 
diselenggarakan secara terbuka dalam pemerintahan sebagai sebuah terobosan 
baru yang diharapkan dapat meningkatkan kwalitas kinerja aparatur yang 
menduduki suatu jabatan struktural. Sistem pengisian jabatan secara terbuka 
mempertimbangkan kapabilitas, syarat kompetensi dan kualifikasi serta integritas 
para peserta tanpa membedakan latar belakang politik, dan warna kulit sehingga 
terjadi suatu persaingan yang sehat ketika akan menempati jabatan yang kosong. 
Diharapakan mampu memperkecil potensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme 
dalam birokrasi pemerintahan karena dilakukan secara transparan dan dijalankan 
oleh pihak yang netral serta berkompeten dalam melakukan seleksi. 
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Berdasarkan hasil penelitian ini, peniliti menemukan bahwa Setiap 
Organisasi Perangkat Daerah yang berisi tiga orang nama peserta yang lolos untuk 
maju ketahap akhir dalam seleksi terbuka yakni melakukan wawancara dengan 
Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba sekaligus menyampaikan visi dan misi 
sebagai program yang akan dilakukan apabila yang bersangkutan kelak 
menduduki jabatan yang diinginkannya, namun sebelum dilakukan tes wawancara 
terlebih dahulu dilakukan tes membaca ayat Al-Qur’an oleh Bupati kepada setiap 
peserta sebagai salahsatu bahan pertimbangan untuk menentukan pilihan terbaik 
dari ketiga kandidiat tersebut.  
Adanya tes baca kitab suci al-Qur’an yang ditetapkan sebagai persyaratan 
tambahan yang dilakukan oleh Bupati tersebut menunjukkan perhatian yang besar 
terhadap kualitas integrtias atas rasa religius yang mesti dimiliki oleh para pejabat. 
Tidak hanya mempertimbangkan pada segi kompetensi dan kualifikasi tapi juga 
pada kemampuan memahami bahwa dalam mengemban amanah jabatan haruslah 
memperhatikan nilai-nilai moral yang di amanahkan dalam Al-Qur’an sebagai 
pedoman utama bagi seorang muslim agar mendapatkan keselamatan baik di 
dunia` maupun di akhirat. 
Meskipun dalam al-Qur’an tidak disebutkan secara eksplisit mengenai tata 
cara pemilihan seorang pemimpin dengan tidak adanya yang menyebutkan secara 
langsung  mengenai mekanisme lelang jabatan, akan tetapi jika dilihat dari alasan 
pengangkatan seseorang dalam seleksi ini, dapat dihubungkan dengan gambaran 
kriteria pemimpin yang seharusnya menduduki pemerintahan. salah satunya 
tertuang dalam Q.S Al-Baqarah 2/247 dan Q.S. Yusuf ayat 12/55 berikut: 
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                        
                        
                           
            
Terjemahannya : 
Nabi mereka mengatakan kepada mereka; “Sesungguhnya Allah telah 
mengangkat Thalut menjadi rajamu” mereka menjawab “Bagaimana 
Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan 
pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang 
banyak?” Nabi mereka berkata: ”Sesungguhnya Allah telah memilihnya 
menjadi rajamu dan menganugrahinya ilmu yang luas dan tubuh yang 
perkasa” Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dia 
kehendaki-Nya. dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha 
mengetahui.
13
 
                    
 
Terjemahannya : 
Berkata Yusuf: “Jadikanlah aku bendaharawan negara (mesir); 
sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi 
berpengetahuan”14 
Dua ayat ini sama-sama menegaskan pentingnya ilmu pengetahuan dalam 
suatu kepemimpinan, bahwa dalam menduduki suatu jabatan yang terpenting 
bukanlah persoalan harta atau kekayaan semata yang dimiliki seseorang sehingga 
membuatnya terkenal tapi seorang pemimpin yang sebenarnya harus mampu 
mengemban tugasnya dengan berbekal ilmu pengetahuan dan kondisi fisik yang 
memungkinkan serta sikap amanah. tentu karunia demikian hanyalah dari Allah 
swt. jika dikaitkan dengan lelang jabatan saat ini maka tidak bertentangan dengan 
ketentuan syara’. 
                                                 
13
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 155. 
14
Kemetrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 357. 
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Meskipun dalam Islam tidak dianjurkan meminta jabatan dan berambisi 
untuk memperolehnya namun jika ditinjau dari Siyâsah syar’iyyah dengan 
pertimbangan kemaslahatan maka hal tersebut boleh sepanjang menggunakan cara 
yang tidak diharamkan dan hanyalah bagi orang-orang yang dirahmati dengan 
kepandaian menjaga amanah dan berilmu pengetahuan. selain itu dalam hal 
memilih pemimpin, Islam mengajarkan agar tidak membedakan ras, golongan 
atau warna kulit sebab dalam islam mengakui dimensi universal, asalkan memiliki 
kriteria seorang pemimpin maka berhak menduduki jabatan, seperti yang 
digambarkan dalam hadis berikut: 
 َِضَِر ٍِلِاَم ِنْب َِسنَأ ْنَع ِحاَّيَّتلا ِبَِأ ْنَع َةَبْعُش ْنَع ٍديِعَس ُنْب َيَ َْيَ َاَنث َّدَح ٌد َّدَسُم َاَنث َّدَح
 ُهْنَع ُ َّللَّا  ُْكَُْيَلع َلِمْعُت ْ سا ْن
ِ
اَو اوُعيِطَأَو اوُع َْسْا َ َّلََّسَو ِهَْيَلع ُ َّللَّا َّلََّص ِ َّللَّا ُلوُسَر َلَاق َلَاق
 ٌةَبيِبَز ُهَسْأَر َّنََكَ ٌَِّشِبَح ٌدْبَع 
Terjemahannya : 
Telah menceritakan kepada kami musaddad, telah menceritakan kepada 
kami yahyabin said dari syu’bah dari abi Tayyahii dariAnas bin Malik r.a. 
berkata: bersabda Rasulullah saw. dengarlah dan taatlah meskipun yang 
terangkat dalam pemerintahanmu seorang budak habasyah yang kepalanya 
bagaikan kismis. (Bukhari)
15
 
Berkaitan dengan pengisian jabatan melalui lelang jabatan yang 
menggunakan sistem merit menekankan pada kompetensi tanpa membedakan ras, 
golongan, dan warna kulit. maka berdasarkan seluruh tahapan seleksi yang 
dilakukan dalam lelang jabatan yang saat ini diterapkan, dapat disimpulkan bahwa 
mekanisme tersebut tidak bertentangan dengan aturan syara’ dan lebih 
mendatangkan kemaslahatan karena dilakukan secara transparan, akuntabel, serta 
mampu menghasilkan aparatur yang berkompeten dan profesional. 
                                                 
15
Musthofiq, Hadis tentang Pemimpin, http://drsmusthofiqma.blogspot.com/2012/12/  
hadis-tentang-kepemimpinan.html, 27 Desember 2012, diakses pada tanggal 14 Juli 2018. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Adapun kesimpulan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian yang penulis 
lakukan sebagai berikut: 
1. Implikasi Hukum mekanisme pengisian jabatan struktural di kabupaten 
bulukumba dilaksanakan dengan sistem merit berdasarkan peraturan 
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 13 tahun 2014. Pelaksanaannya dimulai dengan 
pembentukan panitia seleksi, pengumuman dan pendaftaran, seleksi 
administrasi, seleksi kompetensi tertulis dan wawancara, kemudian 
pemeriksaan kesehatan. setiap tahapan mekanisme seleksi ini diumumkan 
kepada publik dilakukan secara ketat dan berdasarkan ketentuan Undang-
Undang sehingga pelaksanaannya sah secara hukum. 
2. Pandangan pegawai Pemda kabupaten Bulukumba secara umum merasa 
setuju atau sependapat dengan lelang jabatan karena pelaksanaannya 
berdasarkan pada sistem merit yang dianggap mampu menghasilkan 
pejabat yang berkompetensi, profesional, serta sesuai dengan kualifikasi 
jabatannya sehingga lebih bisa dipertanggungjawabkan dan membawa 
perubahan yang lebih baik terhadap birokrasi pemerintahan.  
3. Lelang jabatan dalam perspektif Siyâsah syar’iyyah merupakan sesuatu 
yang boleh karena tidak bertentangan dengan ketentuan syara’ malah lebih 
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banyak mendatangkan kemaslahatan umum. sistem ini melalui persaingan 
yang sehat secara terbuka untuk menduduki jabatan dan mampu menekan 
potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan menghadirkan pejabat yang 
berkualitas. 
B. Implikasi 
1. Pemerintah Perlu membuat peraturan pelaksana untuk mengadakan seleksi 
terbuka bukan hanya pada jabatan struktural tetapi termasuk jabatan 
administrasi dan jabatan fungsional dalam lingkup pemerintahan, agar 
sistem merit dapat diterapkan secara menyeluruh dan semakin menambah 
kualitas aparatur dalam birokrasi pemerintahan.  
2. Perlu adanya pembenahan atau perbaikan-perbaikan terhadap pelaksanaan 
yang dianggap belum maksimal pada seleksi terbuka sebelumnya, 
misalnya pada persoalan waktu pelaksanaan yang relatif lama yang 
melewati target waktu yang ditentukan karena persoalan telatnya 
rekomendari dari KASN. 
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